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ABSTRAK
Nama : Magfira Asriyanti
Nim :   10800113046
Judul : Sistem Pengendalian Internal Atas Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) PP no. 60 Tahun 2016
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan yang
tidak berasal dari Negara, namun penerimaan ini bersumber dari masyarakat atas
pelayanan yang telah diberikan suatu instansi. Sebagaimana kita ketahui saat ini
pemerintah sedang berupaya keras dalam mengoptimalisasikan PNBP terkhusus
pada Kepolisian Republik Indonesia. Untuk dapat mengoptimalkan Penerimaan
Negara Bukan Pajak ini dibutuhkan suatu pengendalian internal yang baik.
Berlakunya peraturan pemerintah yang baru yang berlaku di Kepolisian Republik
Indonesia yakni Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan
Tarif yang berlaku di kantor kepolisian Republik Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi
kasus serta dalam pengujian kreadibilitas menggunakan validitas internal dan
eksternal. Hasil dari penelitian ini adalah proses Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku pada Ditlantas Polda Makassar sudah sesuai dengan aturan yang
berlaku mengenai tata cara penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajakyang
selanjutnya diatur dalam PP No. 60 Tahun 2016. Sistem Pengendalian Internal PP
No. 60 Tahun 2016 telah menjadi alat pengendali internal terhadap PNBP di
lingkungan Kepolisian Republik Indonesia terutama pada kantor Direktorat Lalu
Lintas Makassar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui system pengendalian internal
atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kantor Kepolisian
RI terkhusus PP No 60 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
dengan pendekatan deskriptif sebagai salah satu prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif dimana peneliti dapat mengamati subjek dan
merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Teknik analisis
yang digunakan dalam penelitian ini dengan tiga pendekatan yakni wawancara,
studi pustaka, serta internet searching.
Kata kunci : Pengendalian Internal, PNBP, PP No. 60 Tahun 2016.
1BAB  I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dewasa ini perkembangan dunia ekonomi yang semakin luas saat ini,
mengharuskan setiap perusahaan yang tumbuh dan berkembang memerlukan
suatu pengendalian internal persediaan. Setiap organisasi tidak terkecuali
pemerintah memerlukan suatu alat pengendalian yang berfungsi sebagai alat
untuk mengelola organisasi secara efektif dalam mencapai tujuannya.
Pengendalian internal diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-
hal yang terjadi diluar rencana. Menurut Tomadia (2013) dalam suatu organisasi
dibutuhkan penyusun suatu kerangka pengendalian atas sistem yang sudah ada
pada perusahaan yang terdiri dari beragam tindakan pengendalian yang bersifat
intern bagi perusahaan, sehingga manajer dapat mengalokasikan sumber daya
secara efektif dan efisien, maka dibutuhkan suatu pengendalian intern yang dapat
memberikan keyakinan kepada pimpinan bahwa tujuan perusahaan telah tercapai.
Pengendalian internal juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi,
mencegah timbulnya kecurangan, dan mendorong dipatuhinya hukum dan aturan
yang telah ditetapkan (Naibaho, 2013). Pengendalian intern harus dilaksanakan
seefektif mungkin dalam suatu perusahaan tidak terkecuali dalam sistem
pemerintahan, hal tersebut dilakukan untuk mencegah dan menghindari terjadinya
kesalahan, kecurangan, dan penyelewengan. Menurut Arens (2008) sistem
pengendalian internal adalah prosedur yang dirancang untuk memberikan
kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen yang terdiri atas
2reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan ketaatan
pada ketentuan hukum dan peraturan.
Menurut Setiawan (2012) ia memaparkan bahwa Sistem pengendalian
inernal merupakan suatu kebijakan dan proses yang dirancang untuk memberikan
memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan mampu
mancapai tujuan dan sasarannya yang terdiri dari reliabilitas pelaporan keuangan,
efisiensi dan efektivitas operasi, dan ketaatan pada hukum dan peraturan.
Sedangkan definisi sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah
No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yaitu:
sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Keuangan Negara yang baik akan menggambarkan keadaan suatu
pemerintahan yang baik pula. Oleh karena itu pemerintah diharapkan agar mampu
mengoptimalkam seluruh penerimaan Negara. Sebagaimana yang diketahui
bahwa penerimaan negara terbesar berasal dari pajak, pajak merupakan salah satu
penerimaan pendapatan negara yang memiliki kontribusi yang sangat besar
terhadap pendapatan nasional (Fauzan, 2012). Namun selain penerimaan pajak
ada pula penerimaan yang bukan berasal dari pajak, penerimaan tersebut disebut
dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini senadan dengan
pendapat Kurniasih (2016) aspek penerimaan negara pada prinsipnya ditopang
3oleh dua unsur poko yaitu Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP). Dua hal tersebut diatur dalam aturan yang berbeda. Untuk
penerimaan perpajakan tersebar pengaturannya di beberapa peraturan perundang-
undangan antara lain UU nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU
nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Sedangkan untuk peraturan PNBP diatur dalam UU nomor 20 Tahun 1997.
PNBP dipungut oleh pemerintah khususnya pemerintah pusat, dengan
mempertahankan asa-asa umum pengelolaan keuangan negara dan mekanisme
pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara seperti yang telah diatur
dalam undang-undang (Santoso,2009). Sementara itu, penerimaan negara dari
sektor pajak pada hakekatnya adalah pajak negara dalam arti luas, yang meliputi
pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah,
pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, bea
masuk, dan bea materai.
Keuangan Negara yang baik akan menggambarkan keadaan suatu
pemerintahan yang baik pula. Menurut Arifin (2009) Keuangan Negara adalah
definisi keuangan negara bersifat plastis, tergantung kepada sudut pandang,
sehingga apabila berbicara keuangan negara dari sudut pemerintah, yang
dimaksud keuangan negara adalah APBN. Anggaran Negara juga memiliki suatu
proses/prosedur atau yang biasa disebut dengan Siklus Anggaran Negara. Siklus
Anggaran Negara adalah masa atau jangka waktu mulai anggaran Negara disusun
sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang, maka
Tjandra (2006) menjabarkan tahap-tahap siklus anggaran RI sebagai berikut:
4a. Penyusun anggaran oleh pemerintah
b. Pengolahan anggaran di DPR yang berakhir dengan pengesahan anggaran
dengan UU.
c. Pelaksanaan anggaran oleh.
d. Pengawas-pengawasan atas pelaksanaan anggaran.
e. Pengesahan perhitungan anggaran dengan UU.
Pemerintah diharapkan agar mampu mengoptimalkam seluruh penerimaan
Negara. Pemungutan yang dilakukan suatu negara di samping sebagai sumber
penerimaan dalam negeri juga mempunyai peranan fungsi alokasi, fungsi
distribusi dan stabilisasi. Pemerintah sebagai lembaga publik dan bukan lembaga
privat berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang
akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan. Transparansi merupakan alat yang sangat urgen, karena
transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh
informasi. Transparansi bisa juga diartikan bahwa adanya kebijakan terbuka bagi
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Manajemen yang baik adalah
titik awal dari, transparansi sehingga komunikasi publik dapat terjalin, namun
transparansi yang dilakukan juga harus seimbang dengan kebutuhan akan
kerahasiaan lembaga. Gambaran akan kinerja manejerial pemerintahan yang
bekerja secara transparansi dan penuh dengan dedikasi yang tinggi dalam
pandangan islam yakni surat Al-ahqaaf ayat:19:
              
Terjemahnya:
5“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka
kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-
pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”(Q.S. Al-Ahqaaf
ayat:19)
Ayat diatas menjelaskan bahwa allah pasti akan membalas setiap amal
perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika
seeorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja baik
pula bagi organiasinya maka akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjaannya
dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.
Kepolisian merupakan salah satu dari lembaga negara yang salah satunya
fungsinya yaitu fungsi pemerintah negara. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa; “Fungsi kepolisian adalah salah
satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat. Sebagai Lembaga Negara yang secara fungsional menjalankan fungsi
kenegaraan,makadalam menjalankan fungsinya perlu memperhatikan prinsip-
prinsip tata pemerintahan yang baik. DalamPasal 9 ayat (2) huruf c Undang-
Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur
bahwa Informasi mengenai laporan keuangan merupakan informasi yang wajib
disediakan dan diumumkan. Sehingga informasi ini merupakan informasi yang
wajib disediakan ketika ada pemohon informasi, dan wajib diumumkan menurut
ketentuan perundang-undangan.
Di sisi lain pemerintah dianjurkan untuk melepaskan diri dari birokrasi
klasik, dengan mendorong organisasi dan pegawai agar lebih fleksibel, dan
menetapkan tujuan, serta target organisasi secara lebih jelas sehingga
6memungkinkan organisasi untuk lebih bekerja secara transparan dan fleksibel
dalam mencapai tujuan dan target yang akan dicapai. Tujuan dan target inilah
yang menjadi tolak ukur sukses atau tidaknya pole pengelolaan institusi tersebut.
Tanpa adanya pengendalian internal yang terstruktur didalam suatu instansi maka
mustahil suatu tujuan dan target dapat tercapai. Semua yang dilakukan pemerintah
semata-mata untuk mewujudkan setiap harapan masyarakat, jadi pemerintah
haruslah menaati setiap apa yang telah diamanatkan oleh pemimpin melalui
peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan yang tertulis didalam Al-
Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 59 berbunyi :
               
               
     
Terjemahnya:
“Wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Muhammad) dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) diantara kamu.
Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika
kamu berima kepada Allah dan hari kemudin yang demikin itu, lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S: An-Nisa:59).
Ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai ummat yang beriman haruslah
menaanti ulil amrin atau pemegang kekuasaan. Artinya bahwa setiap apa yang
dilakukan pemerintah haruslah dilakukan sesuai dengan aturan pimpinan melalui
aturan perundang-undangan. Ayat lain juga menyebutkan apa yang telah
diamanakan pada pemerintah tersebut harus ditaati sesuai dengan firman bagi
orang yang telah menerima kepercayaan untuk menjalankan sebuah pekerjaan, al-
7Qur’an mengharuskannya untuk menjaga amanat dengan tanggung jawab dan
tidak boleh berkhianat QS. Al-Anfal (8) ayat:27.
             
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhinati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”.
(Q.S: Al-Anfal:27).
Ayat ini juga menyebutkan bagi orang yang telah menerima amanah yang
telah dipercayakan kepada mereka, maka hendaklah mereka menjalankan amanah
yang telah diberikan kepada mereka. Artinya seorang pemimpin haruslah
menjalankan setiap amanah yang dibebankan kepada mereka serta mereka harus
tunduk dan patuh kepada pemimpin dalam menjalankan setiap amanah dan
kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka. Dalam Pasal 1 angka (1)UU
Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)yang
selanjutnya disebut UU PNBP, menjelaskan bahwa Penerimaan Negara Bukan
Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari
penerimaan perpajakan.
Saat ini pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara yang
bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal tersebut dibuktikan
dengan timbulnya peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan
dengan biaya administrasi surat-surat kendaraan. PP 60 tahun 2016 ini
menggantikan PP 50 tahun 2010. Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),
8pemerintah memandang perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis PNBP
yang berlaku pada Polri.Dengan berlakunya PP 60/2016 ini, terdapat penambahan
jenis PNBP yang mulai berlaku seperti tarif Pengesahan STNK, Penerbitan
Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan, STRP & TNRP (lintas batas) dan
Penerbitan SIM golongan C1 dan C2.
Keberadan PP no 60 Tahun 2016 mengatur tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polri). Oleh karena itu peraturan ini membutuhkan peraturan
pelaksanaan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) itu
tersendiri, sehingga PP no 60 Tahun 2016 tersebut dirasakan menjadi controlling
bagi PNBP di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kendala
yang ada dalam pengelolaan PNBP salah satunya adalah kurangnya pemahaman
masyarakat akan kepentingansurat-surat dalam berkendara sehingga terkadang
hanya sebagian dari masyarakat yang benar-benar memperhatikan kelengkapan
surat-suratnya dalam berkendara. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya
untuk meningkatkan PNBP salah satunya adalah dengan pelaksanaan
pengendalian internal terhadap PNBP dan menerapkan PP No. 60 Tahun 2016
yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). PP No 60 tahun
2016 ini merupakan peraturan yang baru berlaku di Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri), sebelumnya peraturan yang berlaku di Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polri), adalah PP No 50 tahun 2010, peraturan tersebut
sama-sama menetapkan tentang jenis dan tarif yang berlaku di Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polri), perbedaannya adalah hanyalah terletak pada
9perbedaan jenis dan tarifnya, yakni biaya administrasi yang ditetapkan pada PP 60
Tahun 2016 mengalami kenaikan jika dibandingkan pada PP 50 Tahun 2010.
Besar dan beratnya tugas aparat kepolisian menuntut pula dukungan
sumber daya finansial yang berdasarkan atribusi Undang-Undang Penerimaan
Negara Bukan Pajak dimungkinkannya dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang belaku di kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dijelaskan jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang belaku di kepolisian Negara Republik Indonesia. Beberapa
undang-undang, sebagaimana tersebut di atas, telah mengatur prinsip tata kelola
yang baik agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalah gunaan penerimaan
negara bukan pajak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti
tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: “Sistem Pengendalian
Internal Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PP No. 60 Tahun
2016”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini kemudian ingin
menganalisa dan memberikan gambaran serta mengkritisi system pengendalian
internal yang berlaku dalam kepolisian dengan diberlakukannya PP No. 60 Tahun
2016 ini. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokuus pada kinerja ataupun
sikap aparatur pemerintah di lembaga  tertentu. Lebih lanjut penulis ingin meneliti
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mengenai bagaimanakah tingkat pengendalian yang berlaku  pada Kepolisian
dalam menangani Penerimaan Negara Buakan Pajak. Dari penjelasan tersebut,
rumusan masalah yang kemudian muncul dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku
di Ditlantas Polda Sulawesi Selatan ?
2. Bagaimana system pengendalian internal atas PP No. 60 Tahun 2017 di
Ditlantas Polda Sulawesi Selatan ?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk dapat mengetahui bagaimanakah proses Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kantor Ditlantas Polda Sulawesi
Selatan
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah sistem pengendalian internal atas PP
No. 60 Tahun 2017 di Kantor Ditlantas Polda Sulawesi Selatan
D. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adalah mengenai aspek pengendalian internal dalam
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkhusus dalam penerapan Peraturan
Pemerintah, yang baru-baru ini telah dikeluarkan, yakni dalam PP No. 60 Tahun
2016. Hal ini mengigat bahwa  dalam hal mengenai jenis dan tarif yang berlaku di
Kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami kenaikan yang cukup
signifikan. Adaupun penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dengan
informan yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan informasi terkait
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informasi-informasi yang dibutuhkan dan didukung dengan telaah literatur secara
mendalam pula.
Penelitian ini dilakukan untuk maksud  melakukan kajian yang mendalam
terkait sejauh mana tingkat pengendalian internal yang ada dalam Kepolisian atas
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terkait dengan PP No. 60 Tahun
2016. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan memahami
bagaiman tingkat pengendalian internal kepolisian mengenai PP No. 60 Tahun
2016 yang baru-baru ini diterapkan. Serta untuk mengetahui secauh mana tingkat
pengendalian internal kepolisian dalam menjalankan PP No 60 Tahun 2016 yang
baru dijalankan awal tahun 2017 ini.
E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk
aspek teoritis maupun aspek praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Manfaat Teoretis,
Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan memberikan
manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang akan dating da
dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan dapat memberikan informasi tentang penerapan PP No. 60
Tahun 2016 bagi pengguna kendaraan bermotor ataupun pengendara
roda empat tentang tariff dan biaya yang dikenakan bagi setiap surat-
surat kepemilikan kendaraa.
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3. Manfaat kebujakan
Bagi pembuat keputusan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
acuan dasar pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan
mengenai pajak daerah khususnya PP No. 60 Tahun 2016.
F. Kajian Pustaka
Dasar atau acuan yang berupa temuan-temuan melalui hasil berbagai
penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan
sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu
dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan
permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus
penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah:
Tabel 1
Penelitian Terdahulu
No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
1. Brejita
Mamuaja
(2016)
Analisis
Efektifitas
Penerapan Sistem
Pengendalian
Internal Terhadap
Kinerja Instansi
Pemerintah Di
Dinas Pendapatan
Kota Manado
Sistem pengendalian internal yang
diterapkan oleh dinas pendapatan
asli daerah telah efektif dalam
menunjang kinerja instansi
pemerintah sesuai dengan unsur-
unsur dalam sistem pengendalian
internal Pemerintah UU 60 Tahun
2008.
2. Fuadi (2011) Pengaruh
Motivasi Kerja
Terhadap
Pelaksanaan
Fungsi
Manajemen
Keuangan Dalam
Pengelolaan
Pendapatan
Negara Bukan
Dalam peneitian ini menyebutkan
bahwa motivasi kerja dan
pelaksanaan fungsi manajemen
keuangan secara total berpengaruh
terhadap pelaksanaan fungsi
manajemen keuangan, mativasi
kerja berpengaruh terhadap
pelaksanaan akuntabilitass
keuangan Unsyiah..
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Pajak (PNBP) dan
Dampaknya
Terhadap
Pelaksanaan
Akuntabilitas
Keuangan Pada
Universitas Syi,ah
Kuala
3. Dwi Agustine
Kurniasih
(2016)
Pembaharuan
Pengelolaan
PNBP.
Implementasi, pengelolaan PNBP
yang dilaksanakan oleh
kementrina/lembaga dengan
mendasar kepada UU No. 20 Tahun
1997 tentang PNBP masih
dihadapkan pada permasalahan
anatara lain yang berkaitan dengan
pelaksanaan pengelolaan PNBP,
yakni yang menyangkut tentang
pembayaran dan penyetoran PNBP,
dasar hukum pemungutan. .
4. Pujianik
Mulyani dkk
(2011)
Analisis Peran
dan Fungsional
Sistem
Pengendalian
Internal
Pemerintah
(SPIP/PP No 60
Tahun 2008)
dalam
Meminimalisasi
Tingkat Salah
Saji Pencatatan
Akuntansi
Keuangan
Pemerintah
Daerah.
Peran dan fungsi SPI terhadap salah
saji pencatatan akuntansi adalah
adanya sinergi antara unsur-unsur
dalam SPI yang meliputi:
terciptanya lingkungan
pengendalian yang sehat,
terselenggaranya penilaian resiko,
terselenggaranya aktivitas
pengendalian, terselenggaranya
sistem informasi dan komunikasi,
serta terselenggaranya kegiatan
pemantauan pengendalian.
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BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. New Institutional Theory (Teori Institusional)
New Institutional Theory (NIT) adalah sebuah pengembangan teori
institusional konvensional, dimana teori ini merupakan teori dari sosiologi tentang
organisasi. Menurut teori ini, perkembangan organisasi bukan semata mata proses
teknis yang berorientasi pada faktor efisiensi, akan tetapi lebih merupakan
konsekuensi langsung dari motivasi dan rasionalitas yang dimiliki oleh pelaku di
dalamnya. Motivasi dan rasionalitas ini didasarkan pada tujuan organisasi yaitu
untuk memperoleh legitimasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Menurut Setiawan (2012), elemen teori institusional adalah institusi,
organisasi dan pelaku. Institusi memberikan aturan-aturan yang harus diikuti oleh
organisasi dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya dan dalam keterlibatannya
dalam persaingan. Institusi juga akan mempengaruhi perilaku dan pandangan
yang dimiliki oleh para pelaku dalam organisasi secara individual. Namun para
pelaku juga mempengaruhi institusi dengan cara membuat atau melakukan
transformasi pada institusi yang telah ada menjadi bentuk institusi baru. Dengan
demikian institusi memberikan pilihanpilihan tindakan yang merupakan batasan
yamg harus dihadapi pelaku dalam pengambilan keputusan.
Penganut teori institusional meyakini bahwa keteraturan dapat dicapai
melalui institusi.Teori ini mengkritisi model ekonomi neo-klasik, yang menurut
hemat mereka mendiskriminasikan atau menciptakan asumsi yang tidak rasional
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antara nilai-nilai pasar dengan nilai-nilai sosial.Mereka menolak model rasional
aktor dan curiga terhadap deduksi yang dirumuskan pada model neo-klasik karena
dominannya kepentingan pribadi di dalamnya.Penganut teori ini mempercayai
bahwa keteraturan dapat dicapai via institusi, dimana institusi dibangun atas
tindakan sosial.Institusi merupakan tempat untuk membatasi individu dan
kelompok.
B. Goal Setting Theory (Teori Penetapan Tujuan)
Teori goal setting adalah teori motivasi yang menjelaskan suatu penyebab
individu bertindak dengan menetapkan suatu tujuan tertentu (Locket, 2013). Teori
goal setting dikemukakan oleh Edwin A. Locket pada tahun 1968. Teori
penetapan tujuan menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan
prestasi kerja. Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa karyawan yang
memahami tujuan (apa yang diharapkan organisasi terhadapnya) akan
berpengaruh pada perilaku kerja Locke 1986 (dalam Arfan 2010).
Tujuan yang sulit menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dibandingkan
dengan tujuan yang mudah, tujuan yang jelas dan menantang akan menghasilkan
prestasi yang lebih tinggi dibandingkan tujuan yang bersifat abstrak Arfan(2010).
Locke (2006) mendefenisikan goal sebagai tujuan dari suatu tindakan atas tugas
yang merupakan keinginan sadar individu untuk mencapai dan memperolehnya.
Dalam teori ini terdapat lima prinsip didalam yang dikemukakan oleh Locke dan
Latham (dalam bakar, 2014) adalah sebagai berikut:
1. Kejelasan, Tujuan harus jelas terukur, tidak ambigu, dan ada jangka
waktu tertentu yang ditetapkan untuk penyelesaian tugas. Manfaatnya
16
ketika ada sedikit kesalahpahaman dalam perilaku maka orang masih
akan tetap menghargai atau toleran. Orang tahu apa yang diharapkan,
dan orang dapat menggunakan hasil spesifik sebagai sumber motivasi.
2. Tantangan, Salah satu karakteristik yang paling penting dari tujuan
adalah tingkat tantangan. Orang sering termotivasi oleh prestasi, dan
mereka akan menilai tujuan berdasarkan pentingnya sebuah
pencapaian yang telah diantisipasi. Ketika orang tahu bahwa apa yang
mereka lakukan akan diterima dengan baik, akan ada motivasi alami
untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan catatan sangat
penting untuk memperhatikan keseimbangan yang tepat antara tujuan
yang menantang dan tujuan yang realistis.
3. Komitmen, Tujuan harus dipahami agar efektif.Karyawan lebih
cenderung memiliki tujuan jika mereka merasa mereka adalah bagian
dari penciptaan tujuan tersebut.Gagasan manajemen partisipatif
terletak pada ide melibatkan karyawan dalam menetapkan tujuan dan
membuat keputusan. Mendorong karyawan untuk mengembangkan
tujuan-tujuan mereka sendiri, dan mereka menjadi berinisiatif
memperoleh informasi tentang apa yang terjadi di tempat lain dalam
organisasi. Dengan cara ini, mereka dapat yakin bahwa tujuan mereka
konsisten dengan visi keseluruhan dan tujuan perusahaan.
4. Umpan balik, Umpan balik memberikan kesempatan untuk
mengklarifikasi harapan, menyesuaikan kesulitan sasaran, dan
mendapatkan pengakuan. Sangat penting untuk memberikan
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kesempatan benchmark atau target, sehingga individu dapat
menentukan sendiri bagaimana mereka melakukan tugas.
5. Kompleksitas Tugas, Faktor terakhir dalam teori penetapan tujuan
memperkenalkan dua persyaratan lebih untuk sukses.Untuk tujuan atau
tugas yang sangat kompleks, manajer perlu berhati-hati untuk
memastikan bahwa pekerjaan tidak menjadi terlalu berlebihan.Orang-
orang yang bekerja dalam peran yang kompleks mungkin sudah
memiliki motivasi tingkat tinggi.Namun, mereka sering mendorong
diri terlalu keras jika tindakan tidak dibangun ke dalam harapan tujuan
untuk menjelaskan kompleksitas tugas, karena itu penting untuk
memberikan orang waktu yang cukup untuk memenuhi tujuan atau
meningkatkan kinerja.Sediakan waktu yang cukup bagi orang untuk
berlatih atau mempelajari apa yang diharapkan dan diperlukan untuk
sukses.
Inti dari penetapan tujuan adalah untuk memfasilitasi keberhasilan.Oleh
karena itu pastikan bahwa kondisi sekitar tujuan tidak menyebabkan frustrasi atau
menghambat orang untuk mencapai tujuan mereka.Penentuan tujuan adalah
sesuatu yang diperlukan untuk kesuksesan. Dengan pemahaman teori penetapan
tujuan, kemudian dapat secara efektif menerapkan prinsip-prinsip untuk tujuan
yang akan ditetapkan.
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C. Pengendalian Internal
1. Pengertian Pengendalian Internal
Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1
dikatakan bahwa: “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan”.
Sistem pengendalian internal diartikan sebagai kemampuan sistem
pengendalian intern yang direncanakan dan ditetapkan agar mampu mewujudkan
tujuannya yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi (Dianawati,2013).
Tanpa pengendalian internal yang memadai perusahaan akan mengalami kesulitan
mencapai operasi normal (Sato, 2012). Adanya pengendalian internal ini dapat
menjadi salah satu alat bantu manajemen dalam meningkatkan efektivitas
perusahaan yang memberikan analisis, rekomendasi, bimbingan serta review
informasi (Kwang Bu, 2006). Internal control yang dikemukakan COSO yang di
kutip oleh Arens, dkk (2003) bahwa tujuan pengendalian internal adalah
Effectivenes and efficiency of operations, Reliability of financial reporting,
Compliance with applicable laws and regulations.
Adanya pengendalian internal yang baik dan teratur dalam mengelola
persediaan bahan baku, maka pimpinan perusahaan akan memperoleh laporan-
laporan yang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas perusahaan, juga
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membantu dalam mengambil kebijakan keputusan maupun pertanggungjawaban
dalam memimpin perusahaan (Naibaho,2013). Dengan menerapkan dan
menetapkan pengendalian internal secara baik dan benar pada suatu pemerintahan,
maka pemerintah dapat dengan mudah dalam mencapai tujuan dan dapat
meminimalkan resiko.
Menurut Mamuaja (2016) ia memaparkan bahwa sahnya pengendalian
internal adalah suatu proses yang dapat dipengaruhi manajemen dan karyawan
dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang
diperoleh secara objektif dalam penerapannya tentang bagian laporan keuangan
yang dapat dipercaya, diterapkannya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan
operasional perusahaan dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku
agar ditaati oleh semua pihak. Menurut Mamuaja (2016) pengendalian internal
memiliki suatu konsep yaitu:
a. Pengendalian internal merupakan suatu proses. Pengendalian internal
merupakan suatu rangkaian tindakan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan, bukan sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas untuk
mencapai tujuan tertentu.
b. Pengendalian internal dilaksanakan oleh orang. Pengendalian internal
bukan hanya berbentuk kebijakan manual saja tetapi merupakan orang
pada berbagai tingkatan organisasi, termasuk dewan direksi,
manajemen, dan personel lainnya.
c. Pengendalian internal dapat diharapkan untuk menyediakan hanya
keyakinan yang memadai. Maksudnya yaitu bukan keyakinan yang
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mutlak, kepada manajemen dan dewan direksi suatu entitas karena
keterbatasan yang melekat dalam semua sistem 10 pengendalian
internal dan perlunya untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat
relative dari pengadaan pengendalian.
d. Pengendalian internal diarahkan pada pencapaian tujuan. Tujuan yang
saling berkaitan antara pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.
Dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang
dapat dipengaruhi manajemen dan karyawan dalam menyediakan secara layak
suatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif dalam
penerapannya tentang bagian laporan keuangan yang dapat dipercaya,
diterapkannya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasional perusahaan dan
diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak.
Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sahnya pengendalian internal
sangatlah berpengaruh pada aspek pelaksanaan kerja struktur pemerintah ataupun
organisasi.
Arens (2011) Pengendalian Internal adalah proses yang dirancang untuk
memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tujuan
manajemen. Sistem pengendalian intern yang baik meliputi hal-hal sebagai
berikut (Santi, 2013):
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional
secara tepat.
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b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan
pengawasan akuntansi yang cukup terhadap kekayaan, utang,
pendapatan dan biaya.
c. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian
organisasi.
d. Tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya.
Dari penggambaran pengertian pengendalian internal diatas dapat kita
pahami bahwa system pengendalian internal dalam suatu organisasi sangat
penting dalam setiap aspek kinerja suatu organisasi. Adanya suatu pengendalian
internal yang baik dalam suatu organisasi tidak terkecuali organisasi
kepemerintahan dapat membantu dalam setiap pengawasan kinerja karyawan.
Dapat kita simpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang
dirancang dan disediakan organisasi dan perusahaan untuk mencapai tujuan dan
target yang diinginkan.
2. Fungsi Pengendalian Internal
Menurut Ariesta (2013) yang dikutip dalam Pengendalian Internal melaksanakan
tiga fungsi penting:
a. Pengendalian untuk pencegahan (preventive control), Mencegah
timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul. Mempekerjakan
personil akuntansi yang berkualifikasi tinggi, pemisahan tugas pegawai
yang memadai, dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas asset,
fasilitas dan informasi, merupakan pencegahan yang efektif.Oleh
karena itu tidak semua masalah mengenai pengendalian dapat dicegah.
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b. Pengendalian untuk pemeriksaan (detective control) Dibutuhkan untuk
mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul.
c. Pengendalian untuk pemeriksaan (detective control) Dibutuhkan untuk
mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul.
Ketiga peran dan fungsi pengendalin internal tersebut diharapkan agar
mampu meberikan kontribusi yang nyata dalam setiap peran dalam suatu
organisasi. Dari penggambaran pengertian pengendalian internal diatas dapat kita
pahami bahwa system pengendalian internal dalam suatu organisasi sangat
penting dalam setiap aspek kinerja suatu organisasi.
3. Unsur-Unsur Pengendalian Internal
Unsur-unsur SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) terdiri atas
beberapa aspek Unsur-unsur pengendalian tersebut bukan hanya dikemukakan
oleh SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan) tetapi hal senada juga
dikemukakan oleh Standar Profesional Akuntan Publik (SA Seksi 319) maupun
Arens, Elder, dan Beasley pada tahun 2005 yang dikutip dalam (En,2011).
Adapun penjelasan dari kelima unsur tersebut yaitu :
a. Lingkungan pengendalian, Lingkungan pengendalian mencakup seluruh
tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan atau
menggambarkan seluruh sikap manajemen, direktur, dan pemilik satuan
usaha tentang pengendalian intern yang dapat menimbulkan kesadaran
bagi para anggota organisasi tersebut mengenai pentingnya pengendalian
semacam itu bagi satuan usaha yang bersangkutan (En,2011). Adapun
unsur-unsur dari lingkungan pengendali yaitu nilai integritas dan etika
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pihak manajemen, struktur perusahaan, keterlibatan dewan komisaris dan
komite audit perusahaan, jika ada, filosofi pihak manajemen dan gaya
beroperasi, prosedur untuk mendelegasikan tanggung jawab dan
wewenang, metode pihak manajemen untuk menilai kinerja, pengaruh
eksternal, seperti pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang, kebijakan
dan praktik perusahaan untuk mengelola sumber daya manusiannya.
b. Penilaian Resiko, Penilaian resiko bertujuan mengidentifikasikan,
menganalisa dan mengelola resiko yang berkaitan dengan pelaporan
keuangan. Resiko dapat timbul dari berbagai perubahan lingkungan yaitu
perubahan dalam lingkungan operasional, personel baru yang memiliki
pemahaman berbeda atau tidak memadai atas pengendalian internal,
sistem informasi baru atau yang direkayasa ulang, pertumbuhan yang
signifikan dan cepat hingga mengalahkan pengendalian internal yang ada,
implementasi teknologi baru ke dalam proses produksi atau sistem
informasi yang berdampak pada pemrosesan transaksi, pengenalan lini
baru produk, atau aktivitas baru, restrukturisasi organisasional, masuk ke
pasar asing yang dapat berdampak pada operasi, adopsi prinsip akuntansi
baru yang berdampak pada pembuatan laporan keuangan.
c. Kegiatan Pengendalian, aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan
prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan telah
dilaksanakan untuk menghadapi risiko dalam pencapaian tujuan.Kegiatan
pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur yang merasakan bahwa
diperlukan tindakan untuk meredam resiko dalam upaya pencapaian tujuan
24
perusahaan secara umum.Kegiatan pengendalian adalah berbagai
kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa
tindakan yang tepat dilakukan untuk menangani berbagai resiko yang telah
diidentifikasi perusahaan.Kegiatan pengendalian dapat dikategorikan
dalam beberap aktivitas diantaranya :
1) Otorisasi Transaksi, tujuan otorisasi adalah untuk memastikan bahwa
semua transaksi material yang di proses oleh sistem informasi valid
dan sesuai dengan tujuan pihak manajeman.
2) Pemisahan Tugas, tujuan Utama Pemisahan tugas ini adalah untuk
mencegah dan agar dapat dilakukannya deteksi segera atas kesalahan
dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada
seseorang.
3) Catatan Akuntansi, catatan akuntansi (accounting record) tradisional
suatu perusahaan terdiri dari dokumen sumber, jurnal dan buku
besar.Dokumen dan catatan adalah objek fisik dimana transaksi
dimasukan dan diikhtisarkan dalam sebuah dokumen yang disebut
dengan formulir.
4) Pengendalian akses, tujuan Pengendalian akses adalah untuk
memastikan hanya personel yang sah saja yang memiliki akses ke
aktiva perusahaan.
5) Verifikasi Independen, prosedur verifikasi adalah pemeriksaan
independen terhadap sistem akuntansi untuk mendeteksi kesalahan dan
kesalahan penyajian.Keempat aktivitas pengendalian sebelumnya
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memerlukan Pengecekan atau verifikasi internal secara terus menerus
untuk memantau efektifitas pelaksanaannya.
d. Informasi dan Komunikasi, sistem informasi akuntansi terdiri atas
berbagai record dan metode yang digunakan untuk memulai,
mengidentifikasi, menganalisis, mengklasifikasi, serta mencatat berbagai
transaksi perusahaan dan untuk menghitung aktiva dan kewajibannya
terkait. Sistem informasi akuntansi yang efektif akan dapat melakukan
berbagai hal berikut ini :
1) Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi keuangan yang valid
2) Menyediakan informasi secara tepat waktu mengenai berbagai
transaksi
3) Secara akurat mencatat berbagai transaksi dalam periode waktu
terjadiny
e. Pemantauan dan Pengendalian Internal, Pemantauan adalah proses
penetapan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.
Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat
waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini dilaksanakan
melalui aktivitas pemantauan secara terus menerus, evaluasi secara
terpisah, atau suatu kombinasi diantara keduanya. Informasi untuk
penilaian dan perbaikan dapat berasal dari berbagai sumber meliputi studi
atas struktur pengendalian intern yang ada, laporan audit intern, laporan
penyimpangan atas aktivitas pengendalian, laporan dari bank, umpan balik
dari pegawai, dan keluhan dari pelanggan atas tagihan.
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Pengawasan adalah proses di mana kualitas dari desain dan operasi
pengendalian internal dapat dinilai. Penilaian ini dapat dicapai dengan prosedur
yang terpisah atau melalui aktivitas yang berjalan. Aktivitas pengendalian adalah
berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa
tindakan yang tepat telah dilakuakan untuk menangani berbagai resiko yang telah
diedintifikasi oleh organisasi ataupun perusahaan.
D. Penerimaan Negara Bukan Pajak
1. Tinjauan Umum Penerimaan Negara Bukan Pajak
Ada tiga jenis sumber pendapatan negara dalam APBN, yaitu: penerimaan
pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Pada umumnya, di berbagai
negara, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang paling penting dan
dominan untuk menyelenggarakan tugas-tugas negara dan pembangunan. Namun
demikian, penerimaan negara bukan pajak juga merupakan salah satu sumber
pendapatan negara yang sangat penting. Sejalan dengan meningkatnya
pembangunan nasional di segala bidang, terdapat banyak bentuk penerimaan
negara di luar penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan meliputi
penerimaan yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Masuk, Cukai, Pajak Bumi dan
Bangunan, Bea Meterai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan
penerimaan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang undangan di bidang
perpajakan.
Penerimaan negara yang berasal dari minyak dan gas bumi, yang di
dalamnya terkandung unsur pajak dan royalti, diperlakukan sebagai penerimaan
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perpajakan, mengingat unsur pajak lebih dominan. Dengan demikian pengertian,
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencakup segala penerimaan
pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut.49 Dalam Pasal 1 butir 1
UU Nomor 20 Tahun 1997, definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah
seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan
perpajakan.
2. Bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak
Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang,
terdapat banyak bentuk penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
pasal 2 ayat (1) mengelompokan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai
berikut:
a.Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah
b.Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam
c.Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang
dipisahkan
d.Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah
e.Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari
pengenaan denda administrasi; Penerimaan berupa hibah yang
merupakan hak pemerintah
f. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.
Pengaturan selanjutnya, kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang ditetapkan dengan Undang-Undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
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yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai di atas, ditetapkan dengan
peraturan pemerintah. Artinya diluar jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
terurai diatas, dimungkinkan adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak lain melalui
Undang-Undang.
3. Peranan dan Tujuan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber
pendapatan negara. Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana
termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah menyelenggarakan
kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peranan
PNBP dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan
kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan. Dengan
berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan,
maka arah dan tujuan perumusan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan
Pajak adalah:
a. menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan
pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara
Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
ke Kas Negara;
b. lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat
berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat
yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan
Penerimaan Negara Bukan Pajak;
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c. menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;
d. menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan
berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban,
peningkatan  tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta
peningkatan pengawasan.
E. Gambaran Umum PP No. 60 Tahun 2016
Sejak dikeluarkannya PP No 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) yang berlaku pada kepolisian
Negara Republik Indonesia menuai persepsi dan penolakan di masyarakat karena
dianggap nantinya akan memberatkan apabila nanti membayar pajak kendaran
bermotor yang naik secara signifikan. Pemerintah dianggap tidak berpihak kepada
msyarakat kecil dengan mengeluarkan PP ini.Keberadan PP no 60 Tahun 2016
mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Oleh
karena itu peraturan ini membutuhkan peraturan pelaksanaan di lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) itu tersendiri, sehingga PP no 60
Tahun 2016 tersebut dirasakan menjadi controlling bagi PNBP di lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Sebelum melangkah lebih jauh harusnya kita memahami dulu apa yang
dimaksud dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dan apa saja substansi
PNBP tersebut sehingga kita dapat mengerti dan memahami.Menurut UU nomor
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20 tahun 1997 Tentang PNBP pasal 1 angka 1, Penerimaan Negara Bukan Pajak
adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan
perpajakan. PNBP diantaranya adalah sumber daya alam, bagian pemerintah atas
laba BUMN, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya.
Perubahan Jenis dan Tarif pada POLRI dipahami berbeda oleh
masyarakat mungkin karena keterbatasan pengetahuan yang dimilki oleh
masyarakat atau masyarakat melihat kinerja dari aparat penegak hukum kita yang
masih carut marut karena tidak menutup kemungkinan hal ini juga yang menjadi
pertimbangan masyarakat kita pada umumnya. Lantas apa saja yang mengalami
kenaikan? terdapat penambahan jenis PNBP yang mulai berlaku seperti tarif
Pengesahan STNK, Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan,
STRP & TNRP (lintas batas) dan Penerbitan SIM golongan C1 dan C2
dan kenaikan cukup signifikan untuk penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor
ke luar daerah. PP terdahulu surat mutasi ke luar daerah hanya Rp 75.000 untuk
semua jenis kendaraan, sekarang tarifnya Rp 150.000 untuk kendaraan bermotor
roda 2 atau roda 3 serta kendaraan bermotor roda 4 atau lebih mencapai Rp
250.000 juga tarif mengurus SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian
berdasarkan PP 60 Tahun 2016 mengalami kenaikan 3x lipat menjad Rp 30.000
per penerbita.
Dari penggambaran diatas kita dapat mengetahui seperti apa
penggambaran PNBM pada peraturan pemerintah yang terbaru saat ini. Pada
dasarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah mengalami perubahan
tersebut yang pada awalnya merupakan peraturan pemerintah yang terjantum pada
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PP 50 Tahun 2010 berubah menjadi PP 60 Tahun 2016. Perbedaan yang ada
dalam PP tersebut hanya terletak pada Biaya Admin. Adapun gambar tabel yang
akan di paparkan oleh penulis untuk menilai perbandingan atau persentasi
kenaikan tarif yang ada pada PP 50 Tahun 2010 dan PP 60 Tahun 2016 adalah
sebagai berikut :
Tabel 2.1
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia PP 50 TAHUN
2010
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK
SATUAN TARIF
Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK)
A. Kendaraan bermotor roda 2, roda 3, atau
angkutan umum.
Per Penerbitan Rp 50.000,00
B. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih Per Penerbitan Rp 75.000,00
C. Pengesahan Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
Per Penerbitan Rp 0,00
Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
(TNKB)
A. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Per Penerbitan Rp 30.000,00
B. Kendaraan roda 4 atau lebih Per Penerbitan Rp50.000,00
Tabel 2.2
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia PP 50 Tahun 2010
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK
SATUAN TARIF
Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK)
A. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3
a. Baru
b. Perpanjangan
Per
Penerbitan
Per
Rp100.000,00
Rp100.000,00
32
Penerbitan
Per 5 Tahun
B. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih
a. Baru
b. Perpanjangan
Per
Penerbitan
Per
Penerbitan
Per 5 Tahun
Rp200.000,00
Rp200.000,00
Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (STNK)
A. Kendaraan bermotor roda 2atau roda 3 Per
Pengesahan
Per Tahun
Rp 25.000,00
B. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih Per
Pengesahan
Per Tahun
Rp 50.000,00
Penerbutan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
(TNKB)
A. Kendaraan bermotor roda 2atau roda 3 Per Pasang Rp 60.000,00
B. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih Per Pasang Rp100.000,00
Dari penggambaran nilai yang tercantum diatas kita dapat melihat
perbedaan tarif yang ada pada Peratiran Pemerintah pada PP 50 Tahun 2010 dan
PP 60 Tahun 2016 yang memiliki tarif atas jenis PNBM yang sangat. Rincian
diatas jelas menunjukkan bahwa kita tidak akan membayar 2 - 3 kali lipat dari
yang biasa kita bayar, tetapi kenaikan yang harus kita tanggung adalah bagian
point Biaya Adm. STNK dan TNBK.
F. Rerangka Konseptual
Penelitian ini dilakukan pada kantor Kepolisian Resort Makassar yaitu
dengan mengkaji PNBP dengan melihat penerapan pengendalian internal atas PP
60 Tahun 2016. Untuk melakukan penelitian atas pengendalian internal PP No 60
Tahun 2016 peneliti menggunakan goal setting theory dan new institutional
theoryuntuk dapat menilai dan melihat pencapaian pengendalian internal atas PP
No 60 Tahun 2016, serta untuk melihat tingkat pencapaian pelayanan yang telah
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dicapai oleh pemerintah.Secara sederhana rerangka konseptual dapat dijelaskan
melaui gambar berikut:
Rerangka Konseptual
Gambar 2.1
Ditlantas Polda
Sulawesi Selatan
Pengendalian Internal
New Institutional
Theory
Goal Setting Theory
PNBP
PP No. 60 Tahun 2016
Peningkatan PNBP
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif data
kualitatif merupakan serangkaian observasi dimana tiap observasi yang terdapat
dalam sample (populasi) tergolong pada salah satu dari kelas-kelas yang eksklusif
secara bersama-sama dan yang kemungkinannya tidak dapat dinyatakan dalam
angka-angka (Soeranto,2008 dikutip dalam Habibie, 2013). Data-data yang
diperoleh baik berupa angka maupun yang berupa tabel kemudian ditafsir dengan
baik. Yusdar (2014) menjelaskan “pendekatan kualitatif adalah pendekatan
penelitian yang diarahkan untuk pencapaian tujuan memperoleh penjelasan secara
mendalam atas penerapan sebuat teori”. Menurut Jailani (2013) bahwa penelitian
kualitatif bertitik tolak dari paradigma fenomenologis yang objektifitasnya
dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh
individu atau kelompok sosial tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.
Berdasarkan metode pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan
metode studi kasus. Yurida (2012) menyebutkan bahwa “studi kasus merupakan
kajian dengan memberi batasan yang tegas terhadap suatu objek dan subjek
penelitian tertentu, melalui pemusatan perhatian pada suatu kasus secara intensif
dan rinci”. Penelitian ini menggambarkan tentang analisis Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP).
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2. Lokasi Penelitian
Penekitian ini dilakukan di kota Makassar dengan mengambil informasi
yang sesuai dengan karakteristik yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengambilan
daerah penelitian tersebut adalah dengan alasan kemudahan untuk memperoleh
responden, mengigat peneliti juga berdomisili di Makassar. Penelitian ini
dilakukan dengan mewawancarai beberapa informan, yaitu petugas kepolisian
untuk mendukung telaah literatur yang telah dilakukan. Lokasi penelitian ini
dilakukan di Kepolisian Resort Makassar. Lokasi ini dipilih karena merupakan
sumber data maupun informasi yang dibutuhkan.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan
studi kasus, yaitu penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu
organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu.
Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah
masalah. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk
menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif,
data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsif. Penelitian case
study atau penelitian lapangan (field study) dimaksudkan untuk mempelajari
secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa
yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu
yang bersifat apa adanya (given). Subjek penelitian dapat berupa individu,
kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian case study merupakan studi
mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan
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gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti
relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas
dimensinya.
Menurut (John,2008): Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana
di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa,
aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan
aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan
menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah
ditentukan. Studi kasus pada intinya adalah meneliti kehidupan satu atau beberapa
komunitas, organisasi atau perorangan yang dijadikan unit analisis, dengan
menggunakan pendekatan kualitatif.
C. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural
setting (kondisi yang alamiah), jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data subyek yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, sikap,
pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang
menjadi subjek peneliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :
a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dalam penelitian
lapangan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian, data tersebut
berupa :
1) Wawancara : wawancara ini dilakukan dengan kepala bidang
yang menangani tentang Tarif dan Biaya Administras atau yang
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meneglola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), untuk
mendapatkan informasi dari Polres Makassar.
2) Dokumen-dokumen laporan Pengelolaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) di Polres Goa.
3) Aturan-aturan teknis mengenai pelaksanaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) di Polres Makassar.
4) Undang-undangNomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak, dan Peraturan Perundang-undangan
lainyang mengatur tentang Penerimaan negara Bukan Pajak.
5) Peraturan Pemerintah PP Nomor 60 Tahun 2016 tentangJenis
danTarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dalam
penelitian yaitu berbagai referensi dan aturan perundang-undangan
yang dapat menunjang penelitian ini melalui kepustakaan guna
mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat dokumen-
dokumen bahan hukum yang terkait dengan judul penelitian ini, data
sekunder tersebut berupa :
1) Buku referensi tentang Hukum Administrasi Negara,Good
Governancedan Hukum Tata Negara.
2) Buku-buku teoritis yang berkaitan dengan Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak.
D. Metode Pengumpulan Data
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Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian
ini untuk  memperoleh data adalah :
a. Wawancara Mendalam (Interview)
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti
ingin melakukan studi pendahuluan untuk memenuhi permasalahan yang
harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari
responden yang lebih mendalam. Untuk wawancara secara mendalam
dilakukan secara langsung dengan informan. mengadakan tanya jawab
secara langsung dengan kepala bidang yang menangani Penerimaan
Negara Bukan Pajak(PNBP)di Polres Goa
b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Yaitu riset yang dilakukan dengan cara membaca buku, mengkaji dan
membandingkan beberapa sumber, baik berupa buku-buku literature,
catatan-catatan kuliah maupun artikel-artikel yang menyangkut masalah
PNBP pada pemerintahan serta sumber-sumber lain yang relevan dengan
masalah yang terkait dalam skripsi ini.
c. Pengamatan (Observasi)
Selain metode wawancara dan juga kepustakaan peneliti juga
menggunakan pengamatan atau observasi,dengan mengadakan
pengamatan langsung terhadapobjek yang ditelitidiantaranya adalah
dokumen-dokumen dan pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) di  Polres Makassar.
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d. Studi Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan-catatan yang terkait dengan subjek peneliti.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-katya
monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dengan cara
mencatat dokumen-dokumenatau arsip yang berkaitan dengan pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Polres Makassar.
E. Informan Penelitian
Informan penelitian adalah orang atau pihak yang dibutuhkan untuk
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.
Informan yang dipilih adalah orang yang benar-benar mengetahui permasalahan
yang akan diteliti dan orang yang sedang menduduki jabatan yang sesuai dengan
informasi yang ingin digali. Informasi yang diperoleh dari informan berupa hasil
wawancara. Para informan, mereka tidak hanya sekedar tahu dan dapat
memberikan informasi, tetapi juga telah menghayati atau memahami dengan
sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan
lingkungan dan kegiatan yang bersangkutan. Adapun informan yang penulis pilih
pada penelitian ini yaitu para staf dan pegawai kepolisian Direktorat Lalu Lintas
Makassar dalam hal ini yang mengatur masalah mengenai PNBP yakni Ibu Sitti
Aisyah, Ibu Martha, dan Bapak Adi selaku informan pendukung.
F. Instrumen Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei, observasi, hingga kajian
kepustakaan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang dianalisis dalam
penelitian ini berupa data lisan, tulisan, maupun dalam bentuk dokumentasi
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laporan. Untuk memudahkan memperoleh data dalam penelitian tersebut, maka
diperlukan beberapa instrument berupa alat untuk menunjang proses perolehan
data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :
1. Perekam suara
2. Buku catatan
3. Handphone
4. Alat tulis
5. Daftar pertanyaan wawancara.
6. Buku, jurnal, dan referensi lainnya.
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam
riset dan melihat nilai-nilai sikap ataupun pengalaman yang terlihat pada diri
karyawan dan kemudian pencapaian tingkat pengendalian internal yang dapat
mengatur dan mengawasi Penerimaan Negara Bukan Pajak atas PP No. 60 Tahun
2016. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat, ataupun narasi-
narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi.
Prosedur analisis data yakni setelah memperoleh data yang diperlukan dalam
penelitian kuaitatif. Dengan cara melakukan kajian teoritis, studi lapangan melalui
wawancara dan observasi partisipasi.
Analisis dilakukan dengan menggunakan New Institutional Theory dan
Teori Penetapan Tujuan, dimana dalam teori penetapan tujuan tersebut kita dapat
memfokuskan diri dalam menelaah tujuan yang akan dicapai suatu instansi serta
kita dapat menelaah pengendalian internal yang terstruktur pada organisasi atau
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struktur pemerintahan. Dilain sisi kita dapat melihat fenomena atau fakta yang
terjadi di lingkungan penelitian untuk memperoleh data yang handal dan akurat.
Berdasarkan Model Mikes dan Huberman, proses pengolahan dan analisis dalam
penelitian dilakukan melalui tiga tahapan secara berkesinambungan yang meliputi
tahap reduksi data  (data reduction), tahap penyajian data (data display), dan
tahap penarikan kesimpulan / verifikasi  (conclution drawing / verification).
Langkah analisis yang akan dilakuakn pada penelitian ini adalah:
1. Reduksi Data (Data Reduction)
Tahap reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian
untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan
ini dilakukan secara berkeseinambungan sejak awal penelitian hingga
akhir pengumpulan data . proses reduksi data, data yang tidak penting akan
dikurangi sehingga data yang dipilih akan diproses ke langkah selanjutnya.
2. Penyajian Data (Display Data)
Penyajian data yang dimaksud adalah menyajikan data yang sudah
direduksi  dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk naratif
deskriptif. Dalam penyajian data, dilakukan analisis data menggunakan
pendekatan yuridis untuk melihat keterkaitan antar variabel berdasarkan
data yang terkumpul sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi
akurat dan objektif.
3. Penarikan kesimpulan (Conclution Drawing)
Data penelitian dikaitkan pada teori yang digunakan sebelumnya, hal yang
perlu diperhatikan adalah kejadian yang ada pada setting penelitian,
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intrpertasi yang dilakukan dituangkan dalam narasi, gambar dan kutipan-
kutipan dari hasil wawancara. apabila kesimpulan yang ditetapkan sudah
didukung oleh data-data yang valid dan akurat sehingga sudah mampu
menjawab rumusan masalah pada tahap awal, kesimpulan tersebut sudah
dapat diterima.
H. Pengujian Keabsahan Data
Dalam penelitian kualitatif validasi dan reabilitas dinamakan sebagai
kreadibilitas. Penelitian kualitatif memiliki 2 dua kelemahan utama yaitu : (a)
penelitian tidak 100% independen dan netral dari research setting, (b) penelitian
kualitatif sangat tidak terstuktur (messay) dan sangat interpretive. Dalam
meningkaatkan kreabilitas itu terdapat 9 prosedur yaitu : (i) triagulation; (ii)
disconfirming evidence; (iii) research reflexivity; (iv) member checking; (v)
prolonged engagement in the field; (vi) collaboration; (vii) the audit trail; (viii)
thick and rich description; dan (ix) peer debriefing.
Penelitian ini menggunakan prosedur validasi karena penelitian ini
menggunakan berkaitan dengan unsur, alat ukur, metode ukuran, dan
pegukuran(penelitian). Vadiditas ukuran adalah suatu keadaan dimana alat ukur
yang digunakan untuk mengukur karakteristik seperti yang diinginkan oleh
peneliti untuk diukur. Validitas penelitian mempunyai pengertian yang berbeda
dengan validitas pengukuran,walaupun untuk termencapai validitas penelitian
syarat validitas pengukuran harus terpenuhi pula.
Ada dua macam validitas penelitian yaitu :
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1. Validitas internal : kesahihan penelitian yang menyangkut pernyataan ;
sejauh mana perubahan yang diamati dalam suatu penelitian (terutama
penelitian ekprimental) benar-benar hanya terjadi karena perlakuan yang di
berikan dan bukan pengaruh factor lain (variabel luar).
a. Sejarah (history): peristiwa yang terjadi pada waktu lalu dan kadang-
kadang dapat berpengaruh terhadap variabel.
b. Kematangan (muturitas) : adanya perubahan baik secara biologis
maupun non biologis yang prosesnya dapat berpengaruh.
c. Seleksi(selection) : adanya perubahan cirri-ciri atau sifat-sifat dari
suatu populasi
d. Prosedur (testing) : terjadinga stress yang dapat berpengaruh
terhadap hasil tes
e. Instrumen : adanya pengaruh yang diakibatkan oleh alat ukur
terhadap hasil tes
f. Mortalitas : adanya perubahan yang terjadikarena adanya anggota
dari populasi yang drop out.
g. Nilai rata-rata : terjadinya perubahan akibat adanya nilai ekstrim
tinggi atau yang rendah seingga mempengaruhi hasil tesnya
2. Validitas eksternal : ikhwal penelitian yang menyangkut pertanyaan, sejauh
mana hasil suatu penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi induk
(asal sampel) penelitian diambil. Contoh : apabila kita meneliti tingkat
efektifitas suatu metode penyuluhan baru mengenai program imunisasi
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dengan mengambil sampel di suatu desa dan ternyata baik hasilnya. Faktor-
faktor yang mempengaruhi validitas eksternal:
a. Efek seleksi berbagai anggota sampel
b. Gangguan penanganan perlakuan berganda
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Profil Direktorat Lalulintas Polda Makassar
Ditlantas Lalu Lintas Makassar adalah badan staf dan pelaksanaan di
tingkat Polda yang memiliki tugas untuk membina dan menyelenggarakan fungsi
dan tanggung jawab lalu lintas kepolisian serta mendukung pelaksanann operasi
kepolisian tingkat kewilayaan Sulawesi Selatan. Ditlantas Lalu Lintas Makassar
berlokasi Jl. A. P. Pettarani No. 47, Masale, Kec Makassar, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan. Ditlantas merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang
berada di bawah Kapolda.
Ditlantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi
Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum,
pengkajian masalah lalu lintas, administrasi regident pengemudi serta kendaraan
bermotor, melaksanakan patrol jalan raya antara wilayah. Ditlantas dipimpin oleh
Dirlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam melaksanakan
tugas sehari-hari dibawa kendali Wakapolda. Dirlantas dalam melaksanakan
tugasnya dibantu oleh Wadirlantas yang bertanggung jawab kepada Dirlantas.
2. Visi dan Misi
Terselenggaranya pelayanan prima Polantas prima Polantas kepada
masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal: Sipakatau (saling
memanusiakan), Sipakalebbi (saling mengingatkan kebaikan orang lain), dan
Sipakainge (saling mengingatkan) untuk mendukung program pemerintah guna
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mewujudkan kamseltibcarlantas di wilayah hukum polda Sulawesi Selatan dan
Barat.
3. Misi Direktorat Lalu Lintas Makassar
Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya
diuraikan dalam misi yang dapat mencerminkan koridor-koridor tugas ataupun
tanggung jawab yang dibebankan. Adapun misi dari Ditlantas Makassar yaitu :
a. Melaksanakan kegiatan Dikmas lantas terhadap masyarakat
terorganisir dan tidak terorganisir melalui program Makassar
beretika, polisi mabbulo sibatang, polisi care, police goes to school,
kampung kamseltibcar lantas. Yang didukung dengan kegiatan
rekayasa lantas dan pendataan sarana angkutan.
b. Melaksanakan pelayanan registrasi dan identitas kendaraan bermotor
dan pengemudi (penerbitan SIM, STNK, BPKB, TNBK, SKUKP)
yang berorientasi pada prinsip  Pelayanan Publik (cepat, tepat,
transparan, akuntabel, bebas dari KKN) yang berbasis IT.
c. Meningkatkan profesionalisme SDM Polantas melalui pelatihan,
pendidikan pengembangan dan pendidikan kejuruan lalu lintas serta
pembinaan mental dan rohani secara rutin dan berkesinambungan.
d. Membangun kemitraan dengan stake holder terkait untuk
mewujudkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas.
e. Meningkatkan kemampuan operasional PJR dalam bentuk kegiatan
potroli dan pengawalan guna memberikan perlindungan,
pengayoman serta pelayanan masyarakat di jalan raya.
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f. Melaksanakan manajemen operasional kepolisian dibidang lalu lintas
sesuai SOP meliputi operasi kepolisian dan operasi rutin dengan
berbasis IT.
g. Meningkatkan pelaksanaan Turjagawali dan penegakan hukum
dibidang lalu lintas secara transparent, tidak diskriminatif,
menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM yang bermartabat
guna menjamin kepastian hukum.
4. Fungsi Direktorat Lalu Lintas Makassar
Ditlantas dipimpin oleh Dirlantas yang bertanggung jawab kepada
Kapolda dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibawa kendali Wakapolda.
Dirlantas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirlantas yang
bertanggung jawab kepada Dirlantas. Dalam melaksanakan tugas Ditlantas
menyelenggarakan fungsi :
a. Informasi dan dokumentasi pengumpulan dan pengelolaan data, serta
penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditlantas.
b. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat.
c. Patrol jalan raya pelaksanaan patrol jalan raya dan penindakan
pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka
penegakan hukum lalu lintas, serta menjamin Kamseltibacarlantas di
jalan raya.
d. Administrasi pembinaan administrasi registrasi dan identifikasi
kendaraan bermotor serta pengemudi.
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e. Operasi Kepolisian pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas
dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas.
f. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lalu lintas
sektoral, dikmaslantas, dan pengkajian maslahan di bidang lalu
lintas.
g. Pembinaan lalu lintas kepolisian.
5. Tugas Direktorat Lalu Lintas Makassar
Ditlantas Polda adalah badan staf dan pelaksanaan ditingkat polda yang
bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas Kepolisi yang
mendukung pelaksanaan operasi Kepolisi tingkat Kewilayahan. Dalam rangka
tugas tersebut Ditlantas melakukan pembagian tugas dan fungsi yaitu sebagai
berikut :
a. SUBBAG RENMIN atau BAGBIN OPSNAL
Subbag renmin bertugas untuk menyusun perencanaan program kerja dan
anggaran, manajemen Sarprasa, personel, dan kinerja setra mengelola keuangan
dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam dilingkungan Ditlantas. Dalam
melaksanakan tugas Subbag Renmin menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara
lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana,
personel, dan anggaran.
2) Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel.
3) Pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN.
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4) Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan,
pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI
serta pertanggung jawaban keuangan.
5) Pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan.
6) Penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja
Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian
kinerja, program, dan anggaran.
b. SUBDIT DIKYASA
Subdit Dikyasa bertugas membina dan melaksanakan kerjasama lalulintas
sector, dikmaslantas, dan rekayasa di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan
tugas Subdit Dikyasa menyelenggarakan fungsi :
1) Pembinaan Dikmaslantas
2) Pembinaan kerja sama lintas sektoral di bidang pembinaan
prasarana jalan
3) Pembinaan rekayasa di bidang sarana angkutan.
c. SUBDIT BINGAKKUM
Subdit Vingakkum bertugas membina pelaksanaan penegakan hukum
termasuk tata tertib, penaganan kecelakaan, pelanggaran, dan Turjawali Lalu
Lintas. Dalam melaksanakan tugas Subdit Bingakkum menyelenggarakan fungsi:
1) Pembinaan penanganan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas
2) Pembinaan pelaksanaan penegakan hukum di bidang lalu lintas
3) Pembinaan tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan.
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d. SUBBAG REGIDENT
Subbag Regident bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan
Regident kendaraan bermotor SIM< STNK< dan Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (BPKB). Dalam melaksanakan tugas Subbag Regident
menyelenggarakan fungsi :
1) Pembinaan pelaksanaan Regident SIM.
2) Pembinaan pelaksanaan Regident STNK
3) Pembinaan pelaksanaan Regident kendaraan bermotor dan BPKB.
e. SUBDIT KAMSEL
Subdit Kamsel bertugas untuk melaksanakan analisis dampak lalu lintas,
kerja sama di bidang lalu lintas, serta melaksanakan audit dan standardisasi
bidang lalu lintas. Dalam rangka melaksanakan tugas Subdit Kamsel maka
Ditlantas melaksanakan fungsi :
1) Penganalisisan dampak lalu lintas pada rencana pembangunan
pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang berpotensi
menimbulkan gangguan Kamseltibcarlantas dan angkutan jalan
2) Pelaksanaan kerja sama lintas sektoral dalam rangka transformasi
(perubahan bentuk) untuk memetakan permasalahan wilayah
berkaitan dengan lalu lintas
3) Pelaksanaan audit dan pengkajian operasional lalu lintas untuk
kendali mutu dan kualitas kinerja.
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f. SAT PJR
Sat PJR bertugas untuk menyelenggarakan patrol jalan raya dan TPTKP,
termasuk kecelakaan lalu lintas serta tindakan pertolongan. Dalam melaksanakan
fungsi SAT PJR Ditlantak melaksanakan fungsi Pembinaan teknis pelaksanaan
patroli jalan raya antar wilayah; b.Penindakan dan pertolongan pertama pada
TPTKP lalu lintas
6. Struktur Organisasi Direktorat Lalu Lintas Makassar
Struktur organisasi Dirlantas merupakan suatu susunan atau kerangka yang
menunjukkan segenap fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam
menjalankan tugasnya. Struktur organisasi dimaksudkan untuk kemungkikanan
adanya koordinasi antara semua satuan dan jenjang dalam masjid sehingga dalam
menjalankan tugasnya lebih terarah.
Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Sumber: Ditlantas Polda Sulawesi Selatan
Ditlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolda. Ditlantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi
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Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum,
pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Regident pengemudi serta kendaraan
bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin
Kamseltibcarlantas. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditlantas menyelenggarakan
fungsi:
a. Pembinaan lalu lintas kepolisian.
b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral,
Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas
c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka
penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas.
d. Pembinaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
serta pengemudi.
e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta
penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu
lintas, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya.
f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
g. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan
dokumentasi program kegiatan Ditlantas.
Ditlantas dipimpin oleh Dirlantas yang bertanggung jawab kepada
Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
Dirlantas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirlantas yang
bertanggung jawab kepada Dirlantas. Ditlantas terdiri dari:
a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin).
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b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal).
c. Subdirektorat Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Subditdikyasa).
d. Subdirektorat Pembinaan Penegakan Hukum (Subditbingakkum).
e. Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi (Subditregident).
f. Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan (Subditkamsel).
g. Satuan Patroli Jalan Raya (Sat PJR).
h. Satuan Patroli dan Pengawalan (Sat Patwal).
Ubbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan
anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan
dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditlantas. Dalam
melaksanakan tugasnya, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain
Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana,
personel, dan anggaran.
b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel.
c. pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN.
d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian,
pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung
jawaban keuangan.
e. pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam.
f. penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker
dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja,
program, dan anggaran.
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Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagrenmin dibantu oleh:
a. Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja,
RKAKL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan
menyusun LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program bidang lalu lintas di lingkungan Polda.
b. Urmin, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum
personel dan materiil logistic.
c. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
d. Urtu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan
urusan dalam.
Bagbinopsnal bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional
dan pelatihan, penyelenggaraan Anev serta pengelolaan teknologi informasi, dan
dokumentasi lalu lintas. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bagbinopsnal
menyelenggarakan fungsi:
a. Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan bidang lalu lintas.
b. Pelaksanaan Anev, serta pengumpulan dan pengolahan data, serta
penyajian informasi dan dokumentasi bidang lalu lintas.
c. Pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi lalu lintas.
Dalam melaksanakan tugasnya Bagbinopsnal dibantu oleh:
a. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal), yang bertugas
menyelenggarakan pembinaan operasi dan pelatihan fungsi lalu lintas.
b. Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev), yang bertugas
menyelenggarakan Anev pelaksanaan operasional, serta pengumpulan
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dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi bidang
lalu lintas.
Subditdikyasa bertugas membina dan melaksanakan kerja sama lintas
sektoral, Dikmaslantas,dan rekayasa di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan
tugasnya, Subditdikyasa menyelenggarakan fungsi:
a. Pembinaan Dikmaslantas.
b. Pembinaan kerja sama lintas sektoral di bidang pembinaan prasarana
jalan.
c. Pembinaan rekayasa di bidang sarana angkutan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Subditdikyasa dibantu oleh:
a. Seksi Pendidikan Masyarakat (Sidikmas), yang bertugas melaksanakan
kerja sama dan pembinaan Dikmaslantas.
b. Seksi Prasarana Jalan (Siprasja), yang bertugas melaksanakan
koordinasi lintas sektoral dalam rangka pembinaan prasarana jalan.
c. Seksi Sarana Angkutan (Sisarang), yang bertugas melaksanakan
koordinasi lintas sektoral dalam rangka pembinaan dan rekayasa sarana
angkutan.
Subditbingakkum bertugas membina pelaksanaan penegakan hukum
termasuk tata tertib, penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan Turjawali Lalu
lintas. Dalam melaksanakan tugasnya, Subditbingakkum menyelenggarakan
fungsi:
a. Pembinaan penanganan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.
b. Pembinaan pelaksanaan penegakan hukum di bidang lalu lintas.
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c. Pembinaan tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Subditbingakkum dibantu oleh:
a. Seksi Kecelakaan Lalu Lintas (Silaka), yang bertugas
menyelenggarakan pembinaan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
b. Seksi Pelanggaran Lalu lintas (Sigar), yang bertugas menyelenggarakan
pembinaan dan penanganan pelanggaran lalu lintas.
c. Seksi Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Siturjawali),
yang bertugas membantu membina dan menyelenggarakan tata tertib
lalu lintas dan angkutan jalan.
Subditregident bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan
Regident kendaraan bermotor, SIM, STNK, dan Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (BPKB). Dalam melaksanakan tugasnya, Subditregident
menyelenggarakan fungsi:
a. Pembinaan pelaksanaan Regident SIM.
b. Pembinaan pelaksanaan Regident STNK.
c. Pembinaan pelaksanaan Regident kendaraan bermotor dan BPKB.
Dalam melaksanakan tugasnya, Subditregident dibantu oleh:
a. Seksi Surat Ijin Mengemudi (SIM), yang bertugas membina dan
menyelenggarakan Regident SIM.
b. Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), yang bertugas
membina dan menyelenggarakan Regident STNK.
57
c. Seksi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), yang bertugas
membina dan menyelenggarakan Regident kendaraan bermotor dan
BPKB.
Subditkamsel bertugas melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerja
sama di bidang lalu lintas, serta melaksanakan audit dan stadardisasi bidang lalu
lintas. Dalam melaksanakan tugasnya, Subditkamsel menyelenggarakan fungsi:
a. Penganalisisan dampak lalu lintas pada rencana pembangunan pusat
kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan
gangguan Kamseltibcarlantas dan angkutan jalan.
b. Pelaksanaan kerja sama lintas sektoral dalam rangka transformasi
(perubahan bentuk) untuk memetakan permasalahan wilayah berkaitan
dengan lalu lintas.
c. Pelaksanaan audit dan pengkajian operasional lalu lintas untuk kendali
mutu dan kualitas kinerja.
Dalam melaksanakan tugasnya, Subditkamsel dibantu oleh:
a. Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Siamdal) ,yang bertugas
melaksanakan analisa dampak lalu lintas pada rencana pembangunan
pusat kegiatan,pemukiman, dan infrastruktur yang berpotensi
menimbulkan gangguan Kamseltibcarlantas dan angkutan jalan.
b. Seksi Kerja Sama (Sikerma), yang bertugas menyelenggarakan kerja
sama lintas sektoral dalam rangka transformasi (perubahan bentuk)
untuk memetakan permasalahan wilayah berkaitan dengan lalu lintas.
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c. Seksi Standardisasi (Sistandar), yang bertugas membantu
menyelenggarakan audit dan pengkajian operasional lalu lintas untuk
pengendalian mutu dan kualitas kinerja.
Sat PJR bertugas menyelenggarakan patroli jalan raya dan TPTKP,
termasuk kecelakaan lalu lintas serta tindakan pertolongan. Dalam melaksanakan
tugasnya, Sat PJR menyelenggarakan fungsi:
a. Pembinaan teknis pelaksanaan patroli jalan raya antar wilayah.
b. Penindakan dan pertolongan pertama pada TPTKP lalu lintas;
Dalam melaksanakan tugasnya, Sat PJR dibantu oleh sejumlah Unit yang
bertugas mengendalikan dan melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah
termasuk penindakan, pemberian pertolongan, dan penanganan TPTKP lalu lintas.
B. Hasil Penelitian
1. Dasar Hukum Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Sejalan dengan meningkatnya pembangunan Nasional saat ini dalam
segala bidang dan aspek, terdapat banyak bentuk Penerimaan Negara di luar
Penerimaan Pajak yang ada saat ini. Setiap organisasi baik pemerintah maupun
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non pemerintah memiliki tata kelola keuangan yang berbeda-beda dan memiliki
dasar hukumnya tersendiri. Sebuah produk atau aspek perekonomian dalam suatu
Negara memiliki landasan hukum atau dasar yang menjadikan koridor atau
perlindungan dari sebuah penyelewengan. Dalam setiap lembaga pemerintah
ataupun non pemerintahan memiliki unsur Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang berbeda-beda dan memiliki peraturan-peraturannya tersendiri.
Adapun dasar hukum yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Paja (PNBP)
antara lain :
a. Undang-undang No. 20 Tahun 1997 yang membahas tentang
penerimaan Negara bukan pajak
b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 yang berisi tentang keuangan
Negara.
c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 yang berbicara tentang pembenda
haraan Negara.
d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 yang berisi tentang pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
e. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 yang menyinggung tentang jenis
dan penyetoran penerimaan Negara bukan pajak.
f. Undang-undang No. 73 Tahun 1999 yang berbicara tentang tata cara
penggunaan penerimaan Negara bukan pajak yang bersumber dari
kegiatan tertentu.
g. Peraturan pemerintah No. 1 Tahun 2004 tentang tata cara penyampaian
rencana dan laporan realisasi penerimaan Negara bukan pajak.
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h. Peraturan pemerintah No. 22 Tahun 2005 tentang pemeriksaan
penerimaan Negara Bukan Pajak.
i. Peraturan pemerintah No. 29 Tahun 2009 tentang tata cara penentuan
jumlah dan penyetoran penerimaan Negara bukan pajak.
j. Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif
penerimaan Negara bukan pajak di lingkungan kementrian dalam negri.
k. Peraturan pemerintah No. 34 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan
dan penyelesaian keberatan atas penetapan penerimaan Negara bukan
pajak yang masuk dalam kategore terutang.
Pendapat informan mengenai segala aturan pengelolaan kebijakan PNBP
terkhusu PNBP ini sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut ini:
“Langkah organisasi kami itu melakukan aturan dalam PP No. 60 Tahun
2016 yakni kebijakan dan aturan yang kami jalankan itu dilaksanakan
sesui dengan peraturan-peraturan dan petunjuk yang sudah diatur sesuai
dengan peraturan pemerintah.”. (Wawancara dengan Bapak Adi selaku
staf pegawai bagian BPKB Jum’at tanggal 10 November 2017, pukul 10:
10 WITA di kantor Direktorat Lalu Lintas Makassar).
Kepolisian merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 2 UU
Nomor 2 Tahun 2002 bahwa “fungsi kepolisian adaalah salah satu fungsi
pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat”.
Lembaga kepolisian selain memiliki tugas dan tanggung jawabab dalam
perlindungan kepada masyarakat dan Negara, lembaga kepolisian juga memiliki
fungsi lain yakni melakukan pemungutan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
dalam upaya peningkatan anggaran Negara.
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Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan segala sesuatu
pemasukan yang diterima oleh Negara bukan melalui perpajakan. Dalam pasal 1
angka (1) UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang selanjutnya disebut PNBP. Dalam pasal tersbut dijelaskan bahwa
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah
pusat yang tidak berasal dari perpajakan. Jadi semua yang diterima oleh Negara
tidak melalui atau tidak menyinggung perpajakan maka itulah yang disebut
dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pada dasarnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sudah ditetapkan
dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang telah digambarkan
dalam PP No. 20 Tahun 1997 yang berisi tentang PNBP yang memiliki peran
dalam pembiayaan yang dimaksudkan penting dalam peningkatan kemandirian
bangsa.  Dalam pembiayaan Negara dan pembanguanan. Adanya keberagaman
bentuk departemen pemerintahan ataupun lembaga non pemerintahan membuatan
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ada di Indonesia menimbulkan berbagai
macam kategori.
Dalam setiap lembaga pemerintah ataupun non pemerintahan memiliki
unsur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berbeda-beda dan memiliki
peraturan-peraturannya tersendiri.Didalam departemen pemerintahan terkhusus
pada Kepolisian Republik Indonesia telah diatur didalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 yang berisi tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara
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Republik Indonesia. Sehingga ditetapkanlah jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia antara lain :
1. Pengujian untuk penerbitan Surat IzinMengemudi baru.
2. Penerbitan perpanjangan Surat izin Mengemudi.
3. Penerbitan Surat Keterangan uji keterampilan pengemudi.
4. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
5. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
6. Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor.
7. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
8. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.
9. Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor keLuar Daerah.
10. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas
Batas Negara.
11. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas
Negara.
12. Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan.
13. Penerbitan Surat Izin Senjata Apidan Bahan Peledak.
14. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
15. Pendidikan dan Pelatihan Satuan Pengaman.
16. Pelatihan Keterampilan Perorangan.
17. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
18. Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Khusus.
19. Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan.
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20. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Motivasi.
21. Penerbitan Kartu Tanda Anggota Satuan Pengaman.
22. Penerbitan Ijazah Satuan Pengaman.
23. Penerbitan Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jas
aPengamanan.
24. Pelayanan Penyelenggaraan Assessment Center POLRI.
25. Pelayanan kesehatan yang berasal dari pembayaran Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.
26. Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek
tertentu.
27. Jasa Manajemen system pengamanan pada Obyek Vital
Nasional dan obyek.
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Gambar: 4.2
Dasar Hukum Pengelolaan PNBP
Sumber: Direktorat Lalu Lintas Makassar
Menurut UU nomor 20 tahun 1997 Tentang PNBP pasal 1 angka 1,
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yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP diantaranya adalah sumber
daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, serta penerimaan negara bukan
pajak lainnya. Substansi penggolongan (jenis) Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) (Pasal 2) meliputi :
a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, antara
lain berupa penerimaan jasa giro, sisa angggaran pembangunan dan sisi
anggaran rutin.
b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam antara lain berupa,
royalty dibidang perikanan, Kehutanan dan pertambangan.
c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang
dipisahkan antara lain berupa dividen, bagian laba Pemerintah, dana
pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah.
d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
antara lain berupa pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan,
pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian
visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak
dipisahkan.
e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari
pengenaan denda administrasi antara lain berupa lelang barang
rampasan Negara dan denda.
f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah antara lain
berupa hibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri baik
swasta maupun Pemerintah yang menjadi hak Pemerintah.
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g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.
Dari penggambaran dasar hukum PNBP diatas kita dapat mengetahui
aturan didalam penerimaan Negara bukan pajak. System pengelolaan keuangan
Negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Udang
Dasar. Dalam Undang-Udang Dasar 1945 hal keuangan, disebut bahwa anggaran
dan pendapatan atau penerimaan dan belanja Negara ditetapkan oleh pemerintah.
Dari penjabaran mengenai serangkaian aturan dan kebijakan pengelolaan PNBP
diatas ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ibu Aisyah dalam petikan
wawancara berikut:
“Jika menyangkut masalah kebijakan kami melaksanakan segala kegiatan
itu sesuai dengan aturan dalam setiap langkah kami ambil itu disesuaikan
dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan dan petunjuk yang
sudah diatur sesuai dengan peraturan pemerintah. Kebijakan dan aturan ini
dilakukan sesuai dengan arahan atasan dan kami selaku unit kersa selalu
melaksanakan sesuai denga aturan yang ada terlebih lagi dengan aturan
baru yang berlaku kami melakukan sesuai dengan Peraturan pemerintah
yang ada.”. (Wawancara dengan ibu Aisyah selaku PAUR SIM Kamis
tanggal 9 November 2017, pukul 13: 47 WITA di kantor Direktorat Lalu
Lintas Makassar).
Dalam melakukan pemungutan penerimaan Negara perlu memiliki prinsip-
prinsip sebagai berikut :
a. Prinsip kesamaan/ keadilan (equity).
b. Prinsip kepastian (certainty), artinya pemungutan hendaknya tegas,
jelas, dan pasti bagi setiap wajib bayar.
c. Prinsip kecocokan/kelayakan(convenience), artinya besaran yang harus
disetorsesuai dengan tariff perundang-undangan.
d. Prinsip ekonomi (economy), artinya biaya pemungutan menjadi
minimal dari pada penerimaan yang diperoleh.
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Suatu Negara tentunya membutuhkan sebuah pemasukan tersendiri untuk
melaksanakan kegiatan atau programnya, seperti belanja, perbaikan sara dan
prasarana dan lain sebagainya. Pemasukan yang ada dalam Negara sering disebut
sebagai devisa Negara yaitu uang atau dana yang dimiliki oleh pemerintah baik
dari dalam negri ataupun dari dalam dan luar negri. Pemasukan Negara menjadi
salah satu aspek penting bagi kestabilan kinerja pemerintah. Adapun
pengelompokkan penerimaan negara bukan pajak yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan tepatnya pada Undang-undang no 20 tahun 1987 tentang
jenis penerimaan negara bukan pajak , yakni meliputi :
a. Penerimaan negara yang bersumber dari pengelolahan dana
pemerintah.
b. Penerimaan atau pemasukan negara yang berasal dari pemanfaatan
sumber daya alam yang mereka miliki.
c. Penerimaan atau pemasukan negara yang berasal dari hasil-hasil
pengelolahan kekeyaan negara yang telah dipisahkan.
d. Penerimaan atau pemasukan yang berasal dari aktivitas pemerintah
yang berupa pelayanan kepada masyarakat.
e. Penerimaan atau pemasukan yang berasal dari pengenaan denda
administrasi dan berdasarkan keputusan pengadilan.
f. Penerimaan atau pemasukan lainnya yang berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan tentang penerimaan negara bukan
pajak.
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Per tanggal 2 Desember 2016 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan
Penerimaan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang berlaku pada kantor Kepolisian RI. Peraturan Pemerintah yang baru
ini merupakan pengganti dari PP No. 50 Tahun 2010 yang dianggap tidak sesuai
lagi dengan kondisi saat ini. Pada dasarnya lahirnya PP ini diharapkan dapat
meningkatkan penerimaan Negara bukan pajak pada kepolisian dan diharapkan
dapat berdampak pada kualitas layanan. Untuk dapat merealisasikan peningkatan
kualitas layanan tersebut para petugas Kepolisian berpatokan pada segala aturan
dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti yang dijelaskan
oleh ibu Martha selaku PAUR BPKB berikut ini:
“Langkah organisasi kami itu melakukan aturan dalam PP No. 60 Tahun
2016 yakni kebijakan dan aturan yang kami jalankan itu dilaksanakan
sesui dengan peraturan-peraturan dan petunjuk yang sudah diatur sesuai
dengan peraturan pemerintah. Contohnya saja dalam pembuatan BPKB itu
sendiri memang sudah diatur biaya tarif dan pelaksanaannya dalam PP No.
60 Tahun 2016.”. (Wawancara dengan ibu Martha selaku PAUR BPKB
Senin tanggal 5 November 2017, pukul 10: 10 WITA di kantor Direktorat
Lalu Lintas Makassar).
Tetapi disisi lain timbulnya kenaikan tariff ini juga dianggap memberatkan
masyarakat. Pergantian PP ini sudah mengalami perubahan sebanyak 3 kali
perubahan. Dalam setiap perubahan Peraturan Pemerintah tersebut memiliki
perbandingan atau perbedaan di dalamya. diantaranya adalah: penerbitan Surat
Izin Mengemudi; pelayanan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator;
penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan; penerbitanSurat Tanda Coba
Kendaraan; penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; penerbitan Buku
Pemilik Kendaraan Bermotor;penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar
Daerah;penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak; penerbitan Surat
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Keterangan Catatan Kepolisian; penerbitan Surat Keterangan Lapor Diri;
penerbitan Kartu Sidik Jari(Inafis Card);dan denda pelanggaran lalu lintas.
2. Proses Penerimaan PNBP dalam PP No. 60 Tahun 2016
Pasal 4 UU PNBP, dinyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan
Pajak wajib disetor langsung ke Kas Negara. Ketentuan ini kemudian diatur lebih
jauh dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang jenis dan
tari atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian
Negara Republic Indonesia dalam diatur bahwa seluruh Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib
disetor langsung ke Kas Negara. Pengaturan ini tentu sangat reformatif karena
penyetoran secara langsung tersebut akan mencegah segala bentuk penyimpangan
atau penyelewengan penerimaan negara sebagaimana kerap disinyalir oleh
masyarakat selama ini. Ketentuan ini juga memberikan satu indikasi bahwa
penerimaan negara bukan pajak tetap menjadi pendapatan negara bukan instansi
yang memungut. Sebagai penerimaan negara, maka berlaku prinsip-prinsip tata
kelola organisasi yang baik sebagai satu konsekuensilogis dari fungsi pelayanan
publiknya sehingga bisa terbebas dari Negara yang kolutif. Hal ini telah
digariskan secara tegas dalam undang-undang reformasi birokrasi yakni UU No.
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi
Kolusi dan Nepotisme, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
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Gambar:4.3
Proses Penerimaan PNBP
Sumber : Ditlantas Polda Sulawesi Selatan
Penerimaan PNBP anatara lain adalah sebagai berikut :
a. Untuk proses Penerimaan PNBP pada BPKB terbagi atas beberapa
tahap :
1) Pemohon yang memiliki kepentingan, misalnya ingin
menerbitkan BPKB baru, perubahan identitas, ataupun duplikat
maka harus memenuhi kelengkapan persyaratan.
Kelengkapan
Berkas
Penyerahan Berkas
pada Loket
Pembayaran pada
BANK BRI/BNI
Pasca
Pembayaran
Penyerahan Berkas
pada Pemohon
Proses SIM
Kelengkapan
Berkas
Uji Praktek
Pembayaran pada
Loket BANK BRI
Penyerahan Berkas
pada Pemohon
Pemohon Proses PNBP
pada BPKB
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2) Kelengkapan berkas, pada bagian ini pemohon diaharapkan
untuk melengkapi segala berkas yang diminta agar dapat
diperiksa oleh petugas.
3) Penyerahan berkas, apabila berkas yang diperlukan sudah
memenuhi sayarat maka pemohon dapat melakukan
penyerahan berkas kepada petugas. Pada fase ini berkas
pemohon akan diteliti apakah sudah memenuhi syarat.
4) Pembayaran pada loket Bank. Apabila berkas yang diajukan
tersebut sudah lengkap dan memenuhi syarat maka pemohon
akan diarahkan menuju loket pembayaran. Pada bagian loket
pembayaran ini ada 2 bank yang ditunjuk langsung oleh pihak
pemerintah yang pertama adalah bank BRI dan bank BNI. Pada
bank BRI untuk pembayaran pendaftaran BPKB baru dan
perubahan BPKB. Sedangkan untuk bank BNI hanya untuk
pembayaran nomor pilihan. Untuk jumlah pembayaran yang
diserahkan pada bagian loket Bank disesuaikan dengan PP no.
60 Tahun 2016. Pasal 4 UU PNBP, dinyatakan bahwa seluruh
Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung ke Kas
Negara. Ketentuan ini kemudian diatur lebih jauh dalam Pasal
3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang jenis
dan tari atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Kepolisian Negara Republic Indonesia dalam
diatur bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
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berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib
disetor langsung ke Kas Negara.
5) Pasca pembayaran, setelah ada tanda bukti pembayaran
diperlihatkan kepada petugas untuk mendapatkan BPKB,
berkode, untuk selanjutnya diproses. Dalam fase ini petugas
penerima berkas melakukan beberapa fase yakni enter data,
dijetak, verifikasi kembali untuk ditandatangani pejabat
penandatangan kemudian distempel, kemudian pemisahan
arsip.
6) Penyerahan berkas kepada pemohon.
b. Untuk proses Penerimaan PNBP pada SIM terbagi atas beberapa tahap :
1) Pemohon yang memiliki kepentingan untuk memperpanjang
ataupun membuat SIM maka harus melengkapi berkas yang
dibutuhkan.
2) Setelah kelengkapan berkas pemohon diarahkan untuk
melaksanakan ujian praktek mengemudi.
3) Pembayaran pada loket Bank. Apabila dinyatakan lulus dalam
ujian praktek SIM maka pemohon diarahkan menuju loket
pembayaran bank BRI. Untuk jumlah pembayaran yang
diserahkan pada bagian loket Bank disesuaikan dengan PP no.
60 Tahun 2016.
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4) Setelah melakukan pembayaran pemohon memberikan tanda
bukti pembayaran pada petugas untuk mendapatkan SIM baru
atau penyeraahan berkas pada pemohon.
Proses pelaksanaan atau penyetoran PNBP terkhusus mengenai PP No. 60
Tahun 2016 ini sudah sesui dengan aturan pemerintah. Seperti yang dijelaskan
oleh ibu Martha selaku PAUR BPKB :
“Pelaksanaan PP No. 60 Tahun 2016 sudah dilaksanakan sesuai dengan
aturan yang ditetapkan. Pelaksanaan dalam proses PNBP dilaksanakan
dengan tahap pertaman yakni pemohon melakukan pendaftaran dan
melengkapi berkas yang diminta dan melakukan pembayaran langsung
pada loket Bank yang telah ditunjuk sebelumnya.”. (Wawancara dengan
ibu Martha selaku PAUR BPKB Senin tanggal 5 November 2017, pukul
10: 10 WITA di kantor Direktorat Lalu Lintas Makassar).
Hal senada dengan yang dijilaskan oleh Ibu Martha selaku PAUR BPKB
juga diungkapkan oleh ibu ST. aisyah dan Bapak Adi mengenai proses
pelaksanaan PNBP pada peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni
mengenai PP No. 60 Tahun 2016.
“Proses Pelaksanaan PP No. 60 Tahun 2016 sudah dilaksanakan sesuai
dengan aturan yang ditetapkan.  Maka setiap pelaksanaan Paraturan
Pemerintah yang ada mestilah sesuai dengan dengan aturan yag telah
ditetapkan. Proses PP No. 60 Tahun 2016 ini dilakukan dengan cara
pemohon melengkapi berkas, kemudian melakukan ujian praktek
kendaraan, dan melakukan pembayaran pada loket bank yang ditunjuk
langsung oleh pemerintah. Dari situ kita lihat bahwa uang yang kami
terima lagsung kami stork ke kas Negara.”. (Wawancara dengan ibu
Aisyah selaku PAUR SIM Kamis tanggal 9 November 2017, pukul 13: 47
WITA di kantor Direktorat Lalu Lintas Makassar).
Seperti yang dijelaskan oleh ibu Martha selaku PAUR BPKB berikut ini:
“Pelaksanaan PP No. 60 Tahun 2016 sudah dilaksanakan sesuai dengan
aturan yang ditetapkan. Pelaksanaan dalam proses PNBP setiap
penerimaan Negara bukan pajak pada kantor kepolisian itu langsung
distrok ke kas Negara jadi tidak ada uang PNBP yang kami pegang karna
semua Penerimaan PNBP langsung kami stork e kas Negara melalui bank
yang ditunjuk langsung oleh pemerintah”. (Wawancara dengan Bapak Adi
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selaku staf pegawai bagian BPKB Jum’at tanggal 10 November 2017,
pukul 10: 10 WITA di kantor Direktorat Lalu Lintas Makassar).
Instansi Pemerintah yang ditunjuk, wajib menyetor langsung Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang diterima ke Kas Negara. Tidak dipenuhinya kewajiban
Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut dan menyetor, dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instansi
Pemerintah yang ditunjuk, wajib menyampaikan rencana dan laporan realisasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak secara tertulis dan berkala kepada Menteri.
Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Penyetoran
langsung ke Kas Negara dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk oleh
Bendahara Umum Negara. Dalam hal disuatu tempat tertentu tidak tersedia
layanan Bank/Pos Persepsi, penyetoran ke Kas Negara dapat dilakukan melalui
Bendahara Penerimaan. Berikut ini merupakan perbandingan jenis PNBP.
Tabel: 4.1
Perbandingan Jenis PNBP
O PP 31/ 2004 PP 50/ 2010 PP 60/ 2016
1 Tanggal
Pengesahan
5 Oktober 2004 25 Mei 2010 2 Desember 2016
2 Jenis PNBP 7 Jenis :
a) 6 lalu
lintas
b) Senpi dan
Peledak
12 Jenis :
a) 8 Lalu Lintas
b) Senpi dan
Peledak
c) INAFIS
d) Lapor Diri
e) Surat SKCK
27 Jenis :
a) 12 Lalu Lintas
b) Senpi dan
Peledak
c) Surat SKCK
d) 7 DIKLAT
e) 2Kartu dan
Ijazah
Pengaman
an
f) SIU Operasi
Jasa
Pengamanan
g) Pelayanan
Penilaian
h) Pelayanan
Kesehatan
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i) Jasa
Pengamanan
dan Jasa
Mabajemen
OBVIT
Sumber: Ditlantas Polda Sulawesi Selatan
Lahirnya PP 60 Tahun 2016 tentang PNBP di Kepolisian Republik
Indonesia merupakan siklus 6 tahun. PP 60 Tahun 2016 merupakan dampak dari
keinginan untuk dapat menggenjot penerimaan Negara khususnya pada
penerimaan Negara bukan pajak. Adanya penambahan jenis dan kenaikan pada
komponen PNBP di lingkungan kepolisian antara lain pada aspek penambahan
jenis PNBP diantaranya jasa diklat dan pengamanan, kenaikan tariff turutama
pada sebagian jasa layanan lalu lintas, sementara tariff layanan izin senjata api
tetap atau tidak mengalami perubahan, begitu juga pada izin bahan peledak tidak
mengalami perubahan sejak tahun 2010. Paskah pemisahan, sudah terjadi tiga kali
perubahan PP tentang PNBP di Kepolisian RI. Terjadinya kenaikan tariff layanan
lalu lintas, terutama 3 komponen utama yaitu layanan STNK, TNBK, dan BPKB.
Berikut adalah table penggambaran perkembangan PNBP layanan lalu lintas.
Tebel :4.2
Perkembangan PNBP Layanan Lalu Lintas di Polri
O Jenis PNBP PP 31/
2004
PP 50/ 2010 PP 60/ 2016
1 Penerbitan SIM Baru 75. 000 100.000 - 250.000 100.000 -250.000
2 Penerirbitan SIM
Perpanjangan
60. 000 75.000-225. 000 75.000 – 225.000
3 Penerbitan STNK Roda 2/3 25. 000 50. 000 100. 000
4 Penerbitan STNK Roda 4/
lebih
50. 000 75. 000 200. 000
5 Penerbitan TNKB Roda 2/3 15. 000 30. 000 60. 000
6 Penerbitan TNKB Roda
4/lebih
20. 000 50. 000 100. 000
7 Penerbitan BPKB Roda 2/3 70. 000 80. 000 225. 000
8 Penerbitan BPKB Roda 80. 000 100. 000 375. 000
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4/lebih
Sumber : Ditlantas Polda Sulawesi Selatan
Dari penggambaran perkembanga PNBP layanan lalu lintas di Kepolisian
Republik Indonesia kita dapat melihat bahwa Peraturan Pemerintah selalu
mengalami perubahan dan mengalami kenaikan pada setiap perubahan yang ada.
Pada tahun 2004 Peraturan Pemerintah menurupan peraturan awal dan mengalami
perubahan kembali menjadi PP No 50 Tahun 2010 dan menimbulkan kenaikan
yang cukup signifikan jikan dibandingkan dengan PP sebelumnya. Dan pada
perubahan selanjutnya yakni PP No. 60 Tahun 2016 mengalami perubahan yang
sangat signifikan dan mengalami kenaikan yang sangat tinggi dari sebelumnya.
C. Sistem Pengendalian Internal dalam Penerimaan PNBP
Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, Sistem
Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam PP No. 60
Tahun 2008, pengawasan internal atas penyelenggaran tugas dan fungsi
pemerintahan meliputi pengawasan internal yang dilakukan oleh aparatur internal
pemerintah melalui audit, riviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya. Sedangkan aparat pengawasan internal pemerintah terdiri atas: BPKP,
inspektorat jendral atau nama lain yang secara fungsional melakukan pengawasan
internal, inspektorat profinsi, dan inspektorat kabupaten kota (Mulyani, 2011).
Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ini
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meliputi: Penyusunan pedoman teknis, penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP,
pendidikan dan pelatihan SPIP, pembimbingan dan konsultasi SPIP, dan
peningkatan kompetensi auditor aparat pengawas internal pemerintah. Sementara
itu pimbinaan penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh BPKP. Seperti yang
dijelaskan oleh ibu Martha selaku PAUR BPKB berikut ini:
“Dalam melaksanakan pengasan dan pengendalian ini masing-masing
kelompok kerja sudah melaksanakan pembagian dan pengelolaan yang
telah ditugaskan kepada setiap unit kerja. Setiap unit kerja melaksanakan
tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Contohnya saja pada
kasih BPKB melakukan beberapa tugas pokokk yang salah satunya adalah
menyelenggarakan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor. Selain melanjutkan tugas tersebut kasi BPKB akan bertanggung
jawab kepada atasannya atas segala laporan yang ada”. (Wawancara
dengan ibu Martha selaku PAUR BPKB Senin tanggal 5 November 2017,
pukul 10: 10 WITA di kantor Direktorat Lalu Lintas Makassar).
Pengawasan Intern termasuk salah satu bagian dari pengendalian Intern
yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah. Menurut Mulyadi (2001), mendefinisikan sistem
pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran
yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian
dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya
kebijakan manajemen. Pengendalian internal (internal control) adalah suatu
proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen dan personel
lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang bera lasan terkait
dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi
operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku.
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Direktorat Lalu Lintas Makassar telah melakukan pengendalian intern atas
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari
penyelenggaran unsur-unsur pengendalian intern dengan baik, yaitu :
1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen
pengendalian internal lainnya yang mencakup seluruh sikap manajemen dan
karyawan mengenai pentingnya pengendalian. Ini disebabkan telah menunjukkan
adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab serta adanya pendelegasian
wewenang. Struktur organisasi dari Ditlantas Polda Makassar menyatakan adanya
kesatuan perintah dan kepemimpinan. Dengan mengedepankan prinsip kearifan
lokal yaitu sipakatau (saling memanusiakan), sipakalebbi (saling mengingatkan
kebaikan orang lain), dan sipakainga (saling mengingatkan) yang diterapkan oleh
Ditlantas Polda Makassar untuk mendukung program pemerintah kuna
menciptakan lingkungan yang nyaman dalam menjalankan fungsi dan tugas
aparatur pemerintah. Dengan adanya pembagian fungsi yang dijalankan oleh
masing-masing bagian saling menunjang satu sama lain.
Ditlantas Polda Makassar selalu mengadakan apel pagi ataupun rapat
pelatihan sebelum melakukan aktivitas ataupun kegiatan agar mendorong
terciptanya keteraturan didalam pelaksanaan tugas serta tercapainya
kamseltibcarlantas (keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelanjaran lalu lintas)
Tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, dan bonus merupakan alat bagi
organisasi untuk membangkitkan motivasi kerja dan rasa loyalitas untuk
mejalankan setiap tugas yang diamanatkan kepada mereka. Apabila aparatur
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pemerintah telah diberikan fasilitas demikian, maka masyarakat juga menuntut
tanggung jawab penuh kepada kepolisian akan terwujudnya kamseltibcarlantas.
Rutinitas kegiatan yang dilakukan setiap pagi hari dan meeting setiap bulan untuk
mengukur sejauh mana perkembangan yang telah dicapai oleh aparatur pemrintah
terkhusus pada Ditlantas Polda Makassar, apakah sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan oleh Peraturan Perundanga-undangan, serta apa saja kendala-kendala
yang dihadapi. Penerapan pengendalian intern dalam Ditlantas Polda Makassar
sangatlah sesuai dengan keadaan yang ada di sekitarnya karna Ditlantas Makassar
mengangkat filosofi kedaerahan Makassar yaitu sipakatau, sipakalebbi, dan
sipakainga. Sebuah filosofi merupakan hal yang penting bagi organisasi untuk
mengikat dan mengarahkan karyawan lebih memahami tujuan. Kurangnya
pemeriksaan yang dilakukan audit internal membuat organisasi sulit untuk
mendeteksi kecurangan yang terjadi.
2. Penilaian Resiko
Resiko terbesar yang dihadapi oleh Ditlantas Polda Makassar adalah resiko
tidak berjalannya segala aturan pemerintah yang sudah ditetapkan serta tidak
dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang menjadi pondasi utama
pelaksanaan tugas didalam segala pengambilan keputusan. Untuk mengantisipasi
hal ini Ditlantas Polda Makassar telah mempunyai prosedur dan kebijakan untuk
mengawasi dan mengendalikan resiko tersebut, seperti prosedur untuk menangani
penyelewengan tugas yang dilakukan oleh aparatur Negara yakni berupa sanksi
tegas yang diberikan oleh pimpinan entah itu berupa teguran ataupun
perberhentiaan secara tidak hormat. Ditlantas Polda Makassar berupaya untuk
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meminimalisir resiko yang mungkin saja bias timbul dalam waktu yang tidak
terduka oleh karena itu setiap pegawai haruslah mengikuti instruksi pempinan
dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.
3. Kegiatan Pengendalian
Aktivitas pengendalian yang dijalankan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda
Makassar sebagai berikut:
a. Pemisahan tugas yang memadai
Ditlantas Polda Makassar telah mengadakan pemisahan fungsi pengendalian
seperti berikut ini.
1) Pada bagian Subbag Remin atau Bagbin Opsnal, bertugas untuk
menyususn perencanaan program kerja dan anggaran,, manajemen
Sarprasa, personel, dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan
tata usaha dan urusan dalam lingkungan Ditlantas.
2) Subdit Dikyasa, bertugas untuk membina dan melaksanakan kerja lalu
lintas, dikmaslantas, dan rekayasa di bidang lalu lintas.
3) Subdit Bingakkum, bertugas membina pelaksanaan penegakan hukum
termasuk tata tertib, penaganan kecelakaan, pelanggaran, dan Turjawali
Lalu Lintas.
4) Subbag Regident, bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan
regident kendaraan bermotor SIM, STNK, dan buku pemilik kendaraan
bermotor (BPKB).
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5) Subdit Kamsel, bertugas untuk melaksanakan analisis dampak lalu lintas,
kerjasama dalam bentuk lalu lintas, serta melaksanakan audit dan
standardisasi bidang lalu lintas.
b. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan
Pengendalian fisik yang dilaksanakan oleh perusahaan telah dilakukan
dengan baik yaitu dengan menyediakan lemari khusus untuk penyimpanan
dokumen perusahaan serta penyediaan loket bank untuk pembayaran ataupun
pelunasan atas jenis dan tariff atas pelunasan PNBP yang berlaku di kantor
Kepolisian Republik Indonesia.
c. Review kinerja
Adanya analisis oleh setiap kepala bagian atas laporan yang diberikan oleh
karyawan bagiannya, seperti pada bagian Subdit Kamsel melaporkan tingkat
dampak lalu lintas yang timbul dalam kurun waktu tertentu kemudian akan
ditindak lanjuti apa yang menyebabkan suatu maslah yang timbul mengenai
dampak lalu lintas yang mulai meningkat, dan kemudian akan di koordinasikan
untuk setiap karyawan untuk dapat menganalisis dan mencegah hal yang tidak
diinginkan dan dapat mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin saja muncul.
d. Monitoring
Struktur organisasi lini yang diterapkan oleh perusahaan membantu
pemantauan kinerja karyawan bagian oleh masing-masing kepala bagian dimana
setiap karyawan bagian memiliki tanggung jawab melapor hanya kepada kepala
bagian yang bersangkutan dan hanya melaksanakan instruksi yang diberikan oleh
kepala bagian.
82
4. Informasi dan Komunikasi
Sistem informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Ditlantas Polda
Makassar sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan prosedur yang
jelas di dalam perusahaan, termasuk dalam prosedur pengawasan pelaksanaan PP
No. 60 Tahun 2016. Dokumen dan catatan yang diperlukan serta laporan yang
dihasilkan harus di dasarkan atas laporan sumber yang dilampiri dengan dokumen
pendukung yang lengkap yang diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Ditlantas
Polda Makassar juga sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi sehingga
tidak terjadi keterlambatan informasi dan komunikasi bagi pihak masyarakat yang
akan mengajukan surat pengurusan kendaraan.
5. Pemantauan Pengendalian Internal
Aktivitas pemantauan yang dilakukan di Ditlantas Polda Makassar sudah
cukup baik dalam mendukung terciptanya pengendalian internal yang memadai
dalam organisasi. Seperti monitoring langsung dari pimpinan setiap bulan dari
bagian laporan keuangan sampai pada proses pelaksanaan tugas dan aktivitas lalu
lintas yang ada di Ditlantas Polda Makassar. Pemantauan Ditlantas Polda
Makassar juga didukung dengan adanya pengawasan baik dibagian dalam maupun
di luar kantor dengan menggunakan Kamera CCTV di setiap bagian untuk
mengontrol setiap aktivitas yang ada.
Salah satu permasalah yang sering terjadi dalam melaksanakan Sistem
Pengendalian Intern adalah pengawasan tersebut tidak sesuai dengan pedoman
tujuan dan unsur-unsur yang terdapat dalam Pengendalian Intern. Fawzi (2011)
menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh signifikan
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terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Pemerintah menerbitkan panduan
mengenai desain dan pelaksanaan sistem pengendalian intern yang berlaku di
lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan
dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan (PP60/2008). Dari penjabaran mengenai pengendalian
internal PNBP tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ibu Aisyah dalam
petikan wawancara berikut:
“Jika berbicara mengenai pengawasan dan pengendalian dalam Kepolisian
itu kita melaksanakannya itu sesuai dengan peraturan yang ada entah itu
peraturan pemerintah dan peraturan undang-undang yang ada yang berlaku
di Kepolisian. Mengenai pengawasan itu sendiri kita semua sudah
melaksanakan pengawasan melalui segala peraturan yang ada.”.
(Wawancara dengan ibu Aisyah selaku PAUR SIM Kamis tanggal 9
November 2017, pukul 13: 47 WITA di kantor Direktorat Lalu Lintas
Makassar).
Hal sejalan juga diungkapkan oleh oleh Bapak Adi dalam Kutipan
wawancara berikut:
“Dalam proses pengawasan dalam setiap satuan unit kerja semuannya
sudah terbagi-bagi dan mereka juga akan melakukan pertanggung jawaban
dalam setiap tugas yang dibebankan kepada mereka dan pengawasan yang
ada itu sudah dilaksanakan sesuia dengan aturan dan arahan dari
pimpinan.” (Wawancara dengan Bapak Adi selaku staf pegawai bagian
BPKB Jum’at tanggal 10 November 2017, pukul 10: 10 WITA di kantor
Direktorat Lalu Lintas Makassar).
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Dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP)menitik beratkan
pada 5 unsur ini sesuuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 SPIP . SPIP dilaksanakan
dengan menitik beratkan pada lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian,
penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta
pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur SPIP menjadi fokus yang harus
diperhatikan bagi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan baik itu tujuan
umum instansi, tujuan unit, dan tujuan tingkat kegiatan (Ismani, 2014). Sistem
pengendalian intern yang baik meliputi hal-hal sebagai berikut (Santi, 2013):
1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional
secara tepat.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan
pengawasan akuntansi yang cukup terhadap kekayaan, utang,
pendapatan dan biaya.
3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian
organisasi.
4. Tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya.
Hal senada juga diungkapkan Mulyadi (1998) bahwa dalam suatu
organisasi haruslah terdapat pemisahan antara keempat hal tersebut. Adanya
pemisahan tugas tersebut sudah sesuai dengan yang diterapkan oleh Ditlantas
Makassar yang memisahkan antara tugas dan tanggung jawab fungsionalnya
dalam setiap aktivitas dan tugasnya ini dapat kita lihat dalam pembagian struktur
organisasi yang diawasi oleh setiap pimpinan teratas dalam setiap bagian
organisasi. Setiap wewenang dan prosedur pencatatan sudah cukup terarah. Hal
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ini sesuai dengan yang di ungkapkan ole Ibu Martha dalam kutipan wawancara
berikut:
“Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan instansi pemerintah
terutama Ditlantas sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung
upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat
mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, dimana pengelolaan
keuangan Negara dapat dilaporkan secara andal, asset negara dapat
dikelola dengan aman, dan tentunya mendorong ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.” (Wawancara dengan ibu Martha selaku
PAUR BPKB Senin tanggal 5 November 2017, pukul 10: 10 WITA di
kantor Direktorat Lalu Lintas Makassar).
Menurut Kurniasih (2016) setidanya dikenal 4 kategori besar PNBP yaitu
penerimaan sumber daya alam, pendapatan bagi laba BUMN, PNBP lainnya dan
Pendapatan badan layanan umum (BLU). Faktor-faktor yang mempengaruhi
pengendalian internal meliputi integritas, nilai-nilai etka, serta filosofi dan gaya
operasi manajemen. Menurut Kurniasih (2016) setidanya dikenal 4 kategori besar
PNBP yaitu penerimaan sumber daya alam, pendapatan bagi laba BUMN, PNBP
lainnya dan Pendapatan badan layanan umum (BLU).
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Gambar:4.4
Azaz-Azaz Pengelolaan PNBP K/L
Sumber: Ditlantas Polda Lalu Lintas Makassar
Pada penggambaran azas-azas pengelolaan Penerimaan PNBP diatas maka
penjelasan untuk azas pengelolaan PNBP adalah sebagai berikut :
1. Pemungutan, dalam setiap lembaga Negara ataupun pemerintah
berdasarkan pada PP No. 22 Tahun 1997 tentang Tata Cara penentuan
Jumlah Pembayaran dan Penyetoran PNBP yang terutang. Jenis dan
tariff PNBP ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
PP No. 1/ 2004 Tata Cara Penyampaian
Rencana Lap. Realisasi PNBP
PP No 73/ 997 Tentang Tata Cara
Penggunaan PNBP
PENGGUNAAN
PP NO. 22/ 1997 Tentang Jenis dan
Penyetoran PNBP
PENYETORAN
PP NO 22/1997 DAN PP NO 29/2009 Tata
Cara Penentuan Jumlah Pembayaran dan
Penyetoran PNB
PEMUNGUTAN
PELAPORAN
PP No. 1/ 2004, Permenkeu
152/PMK.02/2012
RKA K/L
DIPA
Rencana PNBP
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2. Penyetoran, dalam proses penyetoran bersandar pada PP No. 22 Tahun
1997 Tentang jenis dan penyetoran PNBP. Seluruh PNBP Lainnya
wajib disetor langsung ke kas Negara.
3. Pemungutan, dalam proses pemungutan bersandar pada PP No. 73
Tahun 1999 Tentang Pemungutan PNBP dari kegiatan tertentu.
Sebagian dana PNBP dapat digunakan setelah mendapat persetujuan
Menkeu.
4. Pelaporan, dalam proses pelaporan bersandar pada PP No. 1 Tahun
2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Realisasi dan Lap Realisasi
PNBP. Realisasi penerimaan dan penggunaan dilaporkan secara
berkala. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Martha selaku PAUR BPKB
berikut ini:
“Dalam proses dokumentasi kerja pada bagian BPKB yakni
melakukan laporan atas setiap kegiatan yang dilaksanakan
contohnya saja pada setiap kegiatan aka nada laporan contohnya
saja laporan itu ada beberapa macam yakni laporan harian, laporan
bulanan, dan laporan tahunan itu semua merupakan bentuk
pengdokumentasian. Dalam implementasiannya sendiri kami
melakukan sosialisasi atas PP yang baru-baru ini berlaku pada
masyarakat.”. (Wawancara dengan ibu Martha selaku PAUR
BPKB Senin tanggal 5 November 2017, pukul 10: 10 WITA di
kantor Direktorat Lalu Lintas Makassar).
Pasal 4 UU PNBP, dinyatakan bahw seluruh Penerimaan Negara Bukan
Pajak wajib disetor langsung ke Kas Negara.Ketentuan ini kemudian diatur lebih
jauh dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan
tari atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian
Negara Republic Indonesia dalam diatur bahwa seluruh Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib
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disetor langsung ke Kas Negara.Pengaturan ini tentu sangat reformatif karena
penyetoran secara langsung tersebut akan mencegah segala bentuk penyimpangan
atau penyelewenangan penerimaan negara sebagaimana kerap disinyalir oleh
masyarakat selama ini. Ketentuan ini juga memberikan satu indikasi bahwa
penerimaan negara bukan pajak tetap menjadi pendapatan negara bukan instansi
yang memungut. Sebagai penerimaan negara, maka berlaku prinsip-prinsip tata
kelola organisasi yang baik sebagai satu konsekuensilogis darifungsi pelayanan
publiknya sehingga bisa terbebas dari Negara yang kolutif. Adanya transparansi
dari suatu badan publik menuntut perubahan sistem pengendalian internal yang
terorganisir dengan baik yang sesui dengan UU.
Bendahara Penerimaan berkewajiban melakukan penyetoran secepatnya ke
Rekening Kas Negara. Instansi pemerintah yang ditunjuk untuk menagih dan atau
memungut PNBP yang terutang wajib menyampaikan laporan dan rencana
realisasi PNBP secara tertulis dan berkala kepada Menteri Keuangan. (Pasal 7 UU
No. 20 Tahun 1997) Laporan realisasi PNBP triwulanan disampaikan secara
tertulis oleh pejabat instansi pemerintah kepada Menteri paling lambat 1 (satu)
bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. (Pasal 5 ayat (1) PP No. 1
Tahun 2004). Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh entah itu proses pelaporan
akan selalu diadakan evaluasi untuk dapat meningkatkan kinerja pada periode
triwulan selanjutnya. Dari penjabaran tersebut diatas ini sejalan dengan yang
dikemukakan oleh Ibu Aisyah dalam petikan wawancara berikut:
“Dalam proses evaluasi yakni melakukan laporan atas setiap kegiatan yang
dilaksanakan contohnya saja pada setiap kegiatan aka nada laporan
contohnya saja laporan itu ada beberapa macam yakni laporan harian,
laporan bulanan, dan laporan tahunan itu semua merupakan bentuk
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pengdokumentasian. Dalam implementasiannya sendiri kami melakukan
sosialisasi atas PP yang baru-baru ini berlaku pada masyarakat.”.
(Wawancara dengan ibu Aisyah selaku PAUR SIM Kamis tanggal 9
November 2017, pukul 13: 47 WITA di kantor Direktorat Lalu Lintas
Makassar).
Gambar: 4.5
Perkembangan Realisasi Per Jenis PNBP 2013-1017
Sumber: Direktorat Lalu Lintas Makassar
Pada penggambaran realisasi PNBP diatas kita dapat melihat dan mengetahui
bagaimana perkembang tersebut terjadi dalam kurung waktu 5 tahun. Realisasi
PNBP tahun 2013-2016 di dominasi dari penerimaan SDA Migas namun mulai
tahun 2015 mengalami penurunan karena penerimaan migas sangat dipengaruhi
oleh Lifting Migas, ICP (harga minyak mentah), Nilai Tukar(kurs) dan Cost
Recovery, sedangkan PNBP lainnya(PNBP Fungsional dan Umum pada K/L)
sejak tahun 2013-2016 terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2016
meningkat sebesar 44% dari penerimaan tahun 2015. Pada PNBP lainnya ini
sudah termasuk PNBP Kepolisian didalamnya yang merupakan ketetapan
Peraturan Pemerintah. Disini kita dapat melihat bahwa dari tahun 2013-2016
kenaikan PNBP lainnya termasuk di sini PNBP Kepolisian mengalami kenaikan
ini terbukti dengan penghargaan yang diraih oleh Polri sebagai PNBP award dari
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kementrian keuangan. Polri menerima penghargaan pengelolaan PNBP terbaik I
pada kategori PNBP diatas Rp 1 Triliun.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memperoleh
kesimpukan sebagai berikut :
1. Proses Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kantor Ditlantas
Polda Makaassar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku mengenai tata
cara penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang
selanjutnya diatur dalam PP no 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara
Yang Berlaku di Kantor Kepolisian Ri. Dalam pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak, di Ditlantas Polda Sulawesi Selatan telak
melaksanakan serta menerapkan tarif sesuai dengan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia
2. Sistem Pengendalian Internal PP No. 60 Tahun 2016 menjadi alat
pengendali internal terhadap PNBP di lingkungan Kepolisian Republik
Indonesia terutama pada kantor Direktorat Lalu Lintas Makassar. Proses
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada kantor
Kepolisian Republik Indonesia terkhus pada Ditlantas Polda Sulawesi
Selatan sudah sesuai dengan UU No. 17 Tahun 1997 tentang PNBP dan
sudah sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2016 Jenis dan Tarif atas Jenis
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Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
B. Implikasi Penelitian
Dari kesimpulan yang diperoleh, khusunya yang berkaitan dengan
pelaksanaan terkait praktik PP No.60 Tahun 2016 mengenai jenis dan tariff atas
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian RI
diajukan oleh peneliti berupa saran–saran atas keterbatasan yang ada, dan untuk
perbaikan pada masa mendatang, diantaranya :
1. Agar adanya keterbukaan kepada masyarakat mengenai kinerja para
aparatur kepolisian melalui keterbukaan laporan yang dibutuhkan
masyarakat. Keterbatasan dalam penelitian ini yakni tidak adanya laporan
keuangan yang dapat peneliti cantumkan.
2. Agar penetapan tarif untuk kegiatan dan penetapan tarif untuk PP No. 60
Tahun 2016, maka diharapkan para petugas pelaksana loket dapat lebih
konsisten dalam pelaksanaan kinerja ataupun dalam upaya pencapaian
target penerimaan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat serta mengetatkan
kembali pengawasan terhadap anggota kepolisian, untuk meminimalisir
penyimpangan dan pelanggaran serta penyelewengan yang dilakukan oleh
oknum polisi di waktu menjalankan tugas.
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2o1o tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang
Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu
mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 2
ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang
Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun tgg7 tentang penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3687);
Mengingat : 1.
b.
2.
3. Peraturan
R E P u J.T,I =,',35|*. r, o
-2
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun tgg7 tentang Jenisdan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan pajak (Leirbaran
Negara Republik Indonesia Tahun rggz Nomor 57, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor g694)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 52 Tahun 1998 tentang perubahan atas peraturanPemerintah Nomor 22 Tahun Lggr tentang Jenis danPenyetoran Penerimaan Negara Bukan pajat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomoi g5, iambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3T60);
MEMUTUSKAN:
MCNCTAPKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATASJENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Pasal 1
(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan
dari:
a. Pengujian untuk penerbitan surat Izin Mengemudi Barrr;
b. Penerbitan perpanjangan Surat Izin Mengemudi;
c. Penerbitan Surat Keterangan uji Keterampilan
Pengemudi;
d. Penerbitan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
e. Pengesahan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
f. Penerbitan surat Tanda coba Kendaraan Bermotor;
Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotcr;
Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotc.r;
Penerbitan surat Mutasi Kendaraan Bermctor ke Luar
Daerah;
Penerbitan surat Tanda Nomor Kendaraan BermotorLintas Batas Negara;
ob'
h.
i.
j.
k. Penerbitan
aa. Jasa Manajemen sistem pengamanan pada obyek Vital
Nasional dan obyek tertentu.
(2) Jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (r) huruf a sampai denianhumf x tercantum dalam Lampiran peraturan pemerintah
ini.
(3) Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1[ huruf y ditetaplian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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k. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Berrrotor Lintas
Batas Negara;
1. Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor
Pilihan;
m. Penerbitan Surat Izin senjata Api dan Bahan peledak;
n. Penerbitan surat Keterangan catatan Kepolisian;
o. Pendidikan dan pelatihan Satuan pengaman;
p. Pelatihan Keterampilan perorangan;
q. Pendidikan dan Pelatihan penyidik pegawai Negeri Sipil;
r. Pendidikan dan pelatihan Kepolisian Khusus;
s. Pendidikan dan pelatihan Kesamaptaan;
t. Pendidikan dan pelatihan pengembangan Motivasi;
u. Penerbitan Kartu Tanda Anggota Satuan pengaman;
v. Penerbitan ljazah Satuan pengaman;
w. Penerbitan surat Ijin operasional Badan Usaha Jasa
Pengamanan;
x. Pelayanan Penyelenggaraan Assessment center poLRI;
y. Pelayanan kesehatan yang berasal dari pembayaran
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
z. Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional
tertentu; dan
dan obyek
Pasal 2
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Pasal 2
(1) Jasa Pengamanan pada obyek vital Nasional dan obyektertentu dalam rangka pelaksanaan tugas wewen"rg d"r,fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia r"b"g"i"*rrr"dimaksud dalam pasal 1 ayat (l) huruf z dilakJanakan
berdasarkan kontrak kedasama.
(2) Ja-sa Manajemen sistem pengamanan pada obyek vitalNasional dan obyek tertentu dalam rangka pelaksanaan
tugas wewenang dan fungsi Kepolisian Nega:a Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasa- 1 ayat (1)huruf aa dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja."-". \ '
(3) Tarif atas jenis penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat
nilai nominal yang tercantum dalam
Pasal 3
Tarif atas Pelayanan penyelenggaraan Assessmenf centre
POLRI sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran peraturan
Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi dan
akomodasi.
Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.
Pasal 4
selain jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimanadimaksud dalam. Pasal 1 ayat (1), Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, dapat menyelengg"."ku.r. pendidi-kandan pelatihan Kepemimpinan dan pra.iabatan -bagi calonpegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Talif atas jenis penerimaan Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Peraturan Pemerintah mengenai Jenis danPenerimaan Negara Bukan pajak yang
Lembaga Administrasi Negara.
(1)
(21
Negara Bukan Pajak(1) dan ayat (2) sebesar
kontrak kerja sama.
Bukan Pajak
mengacu pada
Tarif atas Jenis
berlaku pada
Pasal 5. . .
(1)
(2)
(1)
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Pasal 5
Tar:f atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang
berasal dari pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf o sampai dengan
huruf t dikelompokkan dalam wilayah-wilayah sebagaimana
Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
Ketentuan mengenai pengelompokan wilayah pendidikan
dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
Pasal 6
selunrh Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung
secepatnya ke Kas Negara.
Pasal 7
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan
Pemeri:rtah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2olo Nomor To, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s133) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
(21
Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, me:nerintahkanpengundangan Peraturan pemerintah ini dengan
penempatannya dalam lrmbaran Negara Repubtik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desembe:2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI.A,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2016
MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. I,AOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 263
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
Huruf a
I. UMUM
Dalam.rangka mengoptimalkan penerimaan Negara Bukan pajak guna
menunj.ang oembangunan nasional, penerimaan Negara Bukan eajat paaaKepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sarah satu " sumberpenerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatanpelayanan kepada masyarakat.
Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tarif atasjenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimlna diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun ioto terrtang Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan Negara. Bukan pajak yang gert-aku pada KepolisianNegara Republik Indonesia. Namun, dengan adanya 
.lenis penerimaan
]YegTa-.lukan Pajak 
.y-ang b1ru dan penyesuaian iarii perlu mengaturkembali jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara firl"., pajak yangberlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonisia dengan p"."t r"r,Pemerintah.
Cukup jelas.
Huruf b
^*l-\\E*.8
-rtt>H
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Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf I
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
3
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.
Huruf u
Cukup jelas.
Huruf v
Cukup jelas.
Huruf w
Cukup jelas.
Huruf x
Cukup jelas.
Huruf y
Cukup jelas.
Huruf z
Yang dimaksud dengan "obyek vital Nasio:rar,, adalah
ka-wasan/ lokasi, bangunan/ instalasi, dan/ atau usaha yang
menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentirgan negarada:r/atau, sumber pendap"t"r, negara yang bersifat
strategis.
Huruf aa
Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
{D
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Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang_
undangan" adalah ketentuan peraturan perundang_undangan di
bidang kesehatan.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5960
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
A Pengujian untuk Penerbitan Surat Izin
Mengemudi (SIMI Baru
1. SIM A Per
Penerbitan Rp 12O.OOO,O0
2. SIMBI Per
Penerbitan Rp 120.000,00
3. SIM B II Per
Penerbitan Rp 120.000,00
4. SIM C Per
Penerbitan Rp 100.000,00
5. SIMCI Per
Penerbitan Rp 100.000,00
6.
7.
SIM C II
SIM D
Per
Penerbitan Rp 100.000,00
Per
Penerbitan Rp 50.000,00
8. SIMDI Per
Penerbitan Rp 5O.0O0,OO
9. Penerbitan SIM Internasional Per
Penerbitan Rp 250.000,00
B Pene.rbitan Perpanjarrgan Surat Izin Mengemudi(srMl
1. SIM A Per
Penerbitan Rp 80.OOO,O0
2.SrM...
{iD
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2
2. SIMBI Per
Penerbitan Rp 80.000,00
3. SIM B II Per
Penerbitan Rp 80.000,00
4, SIM C Per
Penerbitan Rp 75.O0O,OO
5. SIMCI Per
Penerbitan Rp 75.000,00
6. SIM C TI Per
Penerbitan Rp 75.000,00
7. SIM D Per
Penerbitan
Rp 30.000,00
8. SIMDI Per
Penerbitan
Rp 3O.O0O,OO
9. Penerbitan SIM Internasional Per
Penerbitan
Rp 225.000,00
c Penerbitan Surat Keterangan UJi Keterampilan
Pengemudi (SKIIKP| PerPenerbitan Rp 5O.0OO,OO
D Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (STNKI
1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3
a. Baru
b. Perpanjangan
Per
Penerbitan
Rp 1OO.0OO,O0
Per
Penerbitan
per 5 tahun
Rp 100.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih
a. Baru
b. Perpanjangan
Per
Penerbitan
Rp 2OO.OOO,O0
Per
Penerbitan
per 5 tatrun
Rp 2OO.OOO,O0
E. Pengesahan. 
. .
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'3:iii1iiffiftififfi#E Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (STNKI
1. Kendaraan bermotor roda2 atau roda 3 Per
Pengesahan
per tahun
Rp 25.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih Per
Pengesahan
per tahun
Rp 50.000,00
F Penerbltan Surat Tanda Coba Kendaraan
Bermotor (STCKI
1. Kendaraan bermotor roda2 atau roda 3 Per
Penerbitan/
Per
Kendaraan
Rp 25.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih Per
Penerbitan/
Per
Kendaraan
Rp 50.000,00
G Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(TNKBI
1. Kendaraan bermotor roda2 atau roda 3 Per Pasang Rp 60.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih Per Pasang Rp 100.000,00
H Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor(BPrGl
1. Kendaraan bermotor roda2 atau roda 3
a. Baru Per
Penerbitan
Rp 225.000,00
b. Ganti Kepemilikan Per
Penerbitan
Rp 225.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih
a. Baru Per
Penerbitan
Rp 375.000,00
b. Ganti
i+il;ttl;ri;:jt,,.:iilrgrg,lii:i;tt-_j_t;i-
1iltiir;ttii"r,ffi 5,1,ti.;# *,,1., '
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b. Ganti Kepemilikan Per
Penerbitan
Rp 375.000,00
I Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor KeLuar Daerah
1. Kendaraan bermotor roda2 atau roda 3 Per
Penerbitan
Rp 150.000,00
2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih Per
Penerbitan
Rp 250.000,00
J Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor Lintas Batas Negara (STNK-LBNI
1. Kendaraan bermotor roda2 atau roda 3
a. Baru
b.Perpanjrrrs-
2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih
Per
Penerbitan
Rp 100.000,00
Per
Penerbitan
Rp 100.000,00
a. Baru
b. Perpanjang€ul
Per
Penerbitan
Rp 200.000,00
Per
Penerbitan
Rp 200.000,00
K Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan BermotorLintas Batas Negara (TNKB-LBNI
I. Kendaraan bermotor roda2 atau roda 3 Per Pasang Rp 100.000,00
2. Kendaraan bermotor roda4 atau lebih Per Pasang Rp 200.000,00
L Penerbitan Nomor Registrasi KendaraanBermotor (NRI(BI pilihan
1. NRKB Pilihan untuk 1 (satu) angka
a. Tidak ada huruf dibelakang angka (blankl Per
Penerbitan
Rp 20.000:0OO,O0
b. Ada
PRES I DEN
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b. Ada huruf dibelakang angka Per
Penerbitan
Rp 15.000.000,00
2. NRKB Pilihan untuk 2 (dua) angka
a. Tidak ada huruf dibelakang angka (btankl Per
Penerbitan
Rp 15.000.000,00
b. Ada huruf dibelakang angka Per
Penerbitan
Rp 10.000.000,00
3. NRKB Pilihan untuk 3 (tiga) angka
a. Tidak ada huruf dibelakang angka (btankl Per
Penerbitan
Rp 1O.OO0.O0O,OO
b. Ada huruf dibelakang angka Per
Penerbitan
Rp 7.500.000,00
4. NRKB Pilihan untuk 4 (empat) angka
a. Tidak ada huruf dibelakang angka (blankl Per
Penerbitan
Rp 7.500.000,00
b. Ada huruf dibelakang angka Per
Penerbitan
Rp 5.000.000,00
M Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan
Peledak
1. Senjata Api Non Organik Tentara Nasional
Indonesia (TNl)/Kepolisian Negara Republik
Indonesia (POLRII
a. Izin Penggunaan untuk prajurit TNI, anggota
POLRI dan Purnawirawan
Per Kartu Rp o,oo
b. Untuk kelengkapan tugas polisi
Khusus/ Satuan pengamanan
1) Buku Pas (Izin pemilikan) Senjata Api
a) Buku Pas Baru Per Buku Rp 150.000,00
b) Buku Pas pembaharuan
2l Izin Penggurr.*-
Per Buku Rp 25.000,00
Per Kartu Rp 50.000,00
c. Untuk .
PRES I DEN
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c. Untuk Olah Raga
1) Buku Pas
.) g,rh. P." g;-
b) Buku Pas Pembaruan
Per Buku I np 150.000,00
Per Buku Rp 25.000,00
2l Izin Penggunaan untuk Olah Raga
a) Tembak Reaksi Per Surat Izin Rp 50.000,00
b) Target Per Surat Izin Rp 50.000,00
c) Berburu
d. Untuk Koleksi
1) Buku Pas
Per Surat Izin Rp 100.000,00
a) Buku Pas Baru Per Buku Rp 150.000,00
b) Buku pas pembaharuan
Z) lrirrtt"nil
".Un*kn.hOFt) errkop":
a) Buku pas Baru
Per Buku Rp 25.0OO,OO
Per Surat [z:n Rp 50.000,00
Per Buku Rp 150.000,00
b) Buku Pas Pembaharuan Per Buku Rp 25.OOO,OO
2l Izin Penggunaan Per Kartu Rp 1.000.000,00
2. Peralatan Keamanan yang Digolongkan
Senjata Api
.. S"rrj"t. P.l
1) Buku pas
b. Senjata PeIuru pallet
2) Izin penggunaan
c. Senjata Peluru Gas
1) Buku pas
Per Buku Rp 25.000,00
Per Kartu Rp 225.000,00
Per Buku Rp 25.000,00
Per Kartu Rp 225.000,00
Per Buku Rp 25.OOO,OO
2llzin. . .
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2l Izin Penggunazrn Per Kartu Rp 75.000,00
d. Izin Kepemilikan dan penggunaan
Semprotan Gas
Per Kartu Rp 50.000,00
e. Izin Kepemilikan dan penggunaan Kejutan
Listrik Per Kartu Rp 50.000,00
3. Bahan Peledak Komerslal
a. Izin Impor Per Surat Izin Rp 500.000,00
b.lnn Ekspor Per Surat Izin Rp 500.000,00
c. Izin Re-ekspor per Surat Izin Rp 500.000,00
d.Izin Gudang Per Surat Izin Rp 500.000,00
e.Izin Pemilikan, penguasaan dan
Penyimpanan
Per Surat Izin Rp 500.000,00
f. Izin Pembeliar: dan penggunaan Per Surat Izin Rp 500.000,00
g. Izin Produksi Per Surat Izin Rp 500.000,00
h. Izin Pemusnahan
4. Kembang Api
Per Surat Izin Rp 500.000,00
a. Izin Impor Per Surat lzin Rp 500.000,00
b. Izin Ekspor
c. Izin Re-ekspor
d.Izin Gudang
e. lzrn Pemilikan, penguasaan dan penyimpanan
Per Surat Izin Rp 500.000,00
Per Surat Izin Rp 500.000,00
Per Surat Izin Rp 500.000,00
Pet' Surat Izin Rp 500.000,00
f. Izin Pembelian dan penggunaan
g. Izin Produksi
h.InnPemusnah""
Per Surat Izin Rp 500.000,00
Per Surat izin Rp 500.000,00
Per Surat izin Rp 500.000,00
N Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Per
Penerbitan
Rp 30.000,00
O. Pendidikan
iiiiiT$ii$ff
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o Pendidikan dan pelatihan Satuan pengaman
1. Gada Pratama (232 Jpl
a. Wilayah I
b. Wilayah II
c. Wilayah III
@
a. Wilayah I
b. Wilayah II
E
-
3. Gada Utama (100 Jp)F
b. Wilayah II
c. Wilayah III
Per orang
Per paket
Rp 9.910.000,00
Per orang
Per paket
Rp 10.41O.OOO,OO
Per orang
Per paket
Rp 10.660.000,00
Per orang
Per paket
Rp 7.973.000,00
Per orang
Per paket
Rp 8.293.000,00
Per orang
Per paket
Rp 8.453.000,00
Per orang
Per paket
Rp 5.525.000,00
Per orang
Per paket
Rp 5.725.000,00
Per orang
Per paket
Rp 5.825.000,00
P Pelatlhan Keterampilan perorangan
1. Dasar (20 Jp)
a. Wilayah I
b. Wilayah II
Per orang
Per paket
Rp 1.105.000,00
Per orang
Per paket
Rp 1.2O5.OOO,OO
c.Wilayah...
,L:NO;1';l ijiiii{F.,ltl$:'P_P.w ;ffi *tiitp_ffi+i
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c. Wilayah III
2. Menengah (60 Jp)ffi
b. Wilayatr II
c. Wilayah III
3. Lanjutan (120 Jp)
a. Wilayah I
b. Wilayatr II
Wilayah III
Per orang
Per paket
Rp 1.235.000,00
Per orang
Per paket
Rp 2.298.OOO,OO
Per orang
Per paket
Rp 2.598.000,00
Per orang
Per paket
Rp 2.688.000,00
Per orang
Per paket
Rp 4.152.OOO,OO
Per orang
Per paket
Rp 4.752.OOO,OO
Per orang
Per paket
Rp 4.932.000,00
a Pendidikan dan pelatihan penyidik pegawai
Negeri Sipil (ppNS)
a. Wilayah I
-
b. Wilayah II
c. Wilayah III
Per orang
Per paket
Rp 16.950.000,00
Per orang
Per paket
Rp 17.550.000,00
Per orang
Per paket
Rp 18.100.000,00
2. Pembentukan ppNS perda (300 Jp)
a. Wilayah I
Per orang
Per paket
Per orang
Per paket
Rp 21.375.000,00
b. Wilayah
{lii,3i(ffiffii+rs ii;*imlirii
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b. Wilayah II
c. Wilayah III
Per orang
Per paket
Rp 22.375.OOO,OO
Per orang
Per paket
Rp 23.175.000,00
3. Pembentukan ppNS Kementerian (400 Jp)
a. Wilayah I
b. Wilayah II
Per orang
Per paket Rp 27.900.000,00
Per orang
Per paket Rp 29.100.000,00
c. Wilayatr III Per orang
Per paket Rp 30.30O.000,0O
R Pendtdikan dan Pelatihan Kepolisian Khusus(Polsusf
1. Pendidikan Pembentukan (400 Jp)
a. Wilayah I Per orang
Per paket Rp 11.500.000,00
b. Wilayah II Per orang
Per paket Rp 12.450.000,00
c. Wilayah III Per orang
Per paket Rp 12.750.000,00
2. Pendidikan Lanjutan (2OO Jp)
a. Wilayah I Per orang
Per paket Rp 18.000.000,00
b. Wilayah II Per orang
Per paket Rp 19.800.000,00
c. Wilayah III Per orang
Per paket Rp 20.4O0.OOO,OO
S. Pendidikan
,ii;i':tr, lr!;1?r:;tl ;.,r. j is::,,, :r,r:nii j,,-.1..:i:;
#,t$*ffi: i-: u.i::,ri* rrffi ;,i,:],,,,
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s
: ;,:idrii i.:i', ;h- liiJlpen.tialikan dan pelatihan Kesamaptaan (l4O Jpf
1. Wilayah I
2. Wilayah II
3. Wilayah III
Per orang
Per paket Rp 5.516.000,00
Per orang
Per paket Rp 5.877.000,00
Per orang
Per paket Rp 5.947.000,00
T Pendidtkan dan pelatihan pengembangan
Motlvasl
1. 16 Jam Pelqiaran (Jp)
a. Wilayah I
b. Wilayah II
ffi
26 Jan Pelajarar. (Jp)ffi
-
b. Wilayah II
ffi
2.
Per Orang
Per Paket Rp 1.149.000,00
?::?ffir | ., , 2oe ooo,oo
Per Orang
Per Paket
Rp |.224.OOO,OO
Per Orang
Per Paket
Rp 1.741.000,00
Per Orang
Per Paket
Rp 1.861.000,00
Per Orang
Per Paket
Rp 1.891.000,00
U renerbitan Kartu Tanda Anggota (KTAI SatuanPengaman Per Kartu Rp 75.000,00
v renerbttan Ijazah Satuan pengaman Per
Penerbitan
Rp 85.O0O,OO
W. Penerbitan. 
. .
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w Penerbitan Surat IJin Operasional Badan Usaha
Jasa Pengamanan (BUJpl PerPenerbitan
Rp 3.770.000,00
x Pela5ranan Penyelenggaraan Assessme nt Center
POLRI
1. Assessment Center 2 (dua) Hari untuk Eselon Idan II Per Assesse Rp 6.000.000,00
2. Assessment Center 1 (satu) Hari untuk Eselon Idan II Per Assesse Rp 4.500.000,00
3. Assessment Center I (satu) Hari untuk Eselon
UI
4. Assessment Center I (satu) Hari untuk Eselon
ry
Per Assesse Rp 4.000.000,00
Per Assesse Rp 3.800.000,00
5. FeedbackPasca penilaian Kompetensi Per Assesse Rp 700.000,00
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
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Wawancara dilakukan pada Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Wawancara
dilakukan dengan dua informan utama yaitu kepala BPKB dan Kepala SIM yang
berada di kantor Ditlantas Polda Sulsel. Satu informan pendukung yang
merupakan pegawai pada Ditlantas Polda Suawesi Selatan. Penelitian dilakukan
dengan rentan waktu 30 Oktober samapai dengan 30 November 2017. Wawancara
dengan informan utama yaitu kepala BPKB dilakukan pada tanggal 5 November
2017. Wawancara dengan informan kedua pada tanggal 9 November bertempat di
kantor Ditlantas Polda Sulsel yang berada di jalan Andi Pettarani Makassar.
Wawancara dilakukan denga informan kedua dilakukan di kantor Ditlantas Polda
Sulsel yang berada di jalan Andi Pettarani Makassar pada tanggal 10 November.
Durasi waktu pada setiap informan yakni 40 menit dengan 4 pertanyaan.
Peneliti
Ibu
Martha
Peneliti
Ibu Martha
Peneliti
Bagaimana langkah organisasi dalam menyususn serangkaian kebijakan atau
aturan dalam PP No. 60 Tahun 2016 ?
Langkah organisasi kami itu melakukan aturan dalam PP No. 60 Tahun 2016
yakni kebijakan dan aturan yang kami jalankan itu dilaksanakan sesui dengan
peraturan-peraturan dan petunjuk yang sudah diatur sesuai dengan peraturan
pemerintah. Contohnya saja dalam pembuatan BPKB itu sendiri memang sudah
diatur biaya tarif dan pelaksanaannya dalam PP No. 60 Tahun 2016.
Bagaimanakah proses pelaksanaan PP No. 60 Tahun 2016 ?
Pelaksanaan PP No. 60 Tahun 2016 sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang
ditetapkan. Pelaksanaan dalam proses PNBP dilaksanakan dengan tahap pertaman
yakni pemohon melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas yang diminta dan
melakukan pembayaran langsung pada loket Bank yang telah ditunjuk
sebelumnya.
Bagaimanakah mekanisme pengawasan atau pengendalian dalam PNBP yang
menyangkut PP No. 60 Tahun 2016 ?
Ibu Martha
Peneliti
Ibu Martha
Peneliti
Dalam melaksanakan pengasan dan pengendalian ini masing-masing kelompok
kerja sudah melaksanakan pembagian dan pengelolaan yang telah ditugaskan
kepada setiap unit kerja. Setiap unit kerja melaksanakan tugas dan tanggung
jawab mereka masing-masing. Contohnya saja pada kasih BPKB melakukan
beberapa tugas pokokk yang salah satunya adalah menyelenggarakan
administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Selain melanjutkan
tugas tersebut kasi BPKB akan bertanggung jawab kepada atasannya atas segala
laporan yang ada.
Bagaimanakah unit kerja Anda dalam melakukan dokumentasi atas
implementasi PP No. 60 Tahun 2016 ?
Dalam proses dokumentasi kerja pada bagian BPKB yakni melakukan laporan
atas setiap kegiatan yang dilaksanakan contohnya saja pada setiap kegiatan aka
nada laporan contohnya saja laporan itu ada beberapa macam yakni laporan
harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan itu semua merupakan bentuk
pengdokumentasian. Dalam implementasiannya sendiri kami melakukan
sosialisasi atas PP yang baru-baru ini berlaku pada masyarakat.
Bagaimanakah unit kerja saudara dalam melakukan evaluasi atas kebijakan
pelaksanaan PNBP yang terkait PP No. 60 Tahun 2016 ?
Ibu Martha
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Dalam melaksanaakan evaluasi kerja kami selalu mengadakan rapat dengan
pimpinan setelah melaksanakan tugas yang ada. Mengenai prosedur yang ada
prosedur itu sendiri merupakan harga mati dalam sisitem kepolisian. Terkait
PNBP yang ada seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas
Negara. Penyetoran langsung ke Kas Negara dilakukan melalui Bank/Pos
Persepsi yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara.
Bagaimanakah sistem pengendalian internal dalam organisasi ibu ?
Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan instansi pemerintah terutama
Ditlantas sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar
penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat mencapai
tujuannya secara efisien dan efektif, dimana pengelolaan keuangan Negara
dapat dilaporkan secara andal, asset negara dapat dikelola dengan aman, dan
tentunya mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Bagaimana langkah organisasi dalam menyususn serangkaian kebijakan atau
aturan dalam PP No. 60 Tahun 2016 ?
Ibu Aisyah
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Jika menyangkut masalah kebijakan kami melaksanakan segala kegiatan iyu
sesuai dengan aturan dalam setiap langkah kami ambil itu disesuaikan dan
dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan dan petunjuk yang sudah
diatur sesuai dengan peraturan pemerintah. Kebijakan dan aturan ini dilakukan
sesuai dengan arahan atasan dan kami selaku unit kersa selalu melaksanakan
sesuai denga aturan yang ada terlebih lagi dengan aturan baru yang berlaku
kami melakukan sesuai dengan Peraturan pemerintah yang ada.
Bagaimanakah proses pelaksanaan PP No. 60 Tahun 2016 ?
Proses Pelaksanaan PP No. 60 Tahun 2016 sudah dilaksanakan sesuai dengan
aturan yang ditetapkan.  Maka setiap pelaksanaan Paraturan Pemerintah yang
ada mestilah sesuai dengan dengan aturan yag telah ditetapkan. Proses PP No.
60 Tahun 2016 ini dilakukan dengan cara pemohon melengkapi berkas,
kemudian melakukan ujian praktek kendaraan, dan melakukan pembayaran
pada loket bank yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Dari situ kita lihat
bahwa uang yang kami terima lagsung kami stork ke kas Negara.
Bagaimanakah mekanisme pengawasan atau pengendalian dalam PNBP yang
menyangkut PP No. 60 Tahun 2016 ?
Ibu Aisyah
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Jika berbicara mengenai pengawasan dan pengendalian dalam Kepolisian itu
kita melaksanakannya itu sesuai dengan peraturan yang ada entah itu peraturan
pemerintah dan peraturan undang-undang yang ada yang berlaku di Kepolisian.
Mengenai pengawasan itu sendiri kita semua sudah melaksanakan pengawasan
melalui segala peraturan yang ada.
Bagaimanakah unit kerja Anda dalam melakukan dokumentasi atas
implementasi PP No. 60 Tahun 2016 ?
Dalam setiap giatas selalu ada pendokumentasian. Pendokumentasian kami
lakukan dalam bentuk laporan dan bias juga menggunakan foto. Contohnya saja
pada saat kegiatan sosialisasi kami menggunakan laporan dan pendokumentasian
menggunakan foto. Kami juga melakukan pendokumentasian laporan dalam
bentuk harian, bulanan dan tahunan.
Bagaimanakah unit kerja saudara dalam melakukan evaluasi atas kebijakan
pelaksanaan PNBP yang terkait PP No. 60 Tahun 2016 ?
Ibu Aisyah
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Dalam masalah evaluasi itu sama dengan bagian BPKB yang dijelaskan ibu
Martha. Dalam melaksanaakan evaluasi kerja kami selalu mengadakan rapat
dengan pimpinan setelah melaksanakan tugas yang ada. Mengenai prosedur
yang ada prosedur itu sendiri merupakan harga mati dalam sisitem
kepolisian. Terkait PNBP yang ada seluruh PNBP wajib disetor langsung
secepatnya ke Kas Negara. Penyetoran langsung ke Kas Negara dilakukan
melalui Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara.
Bagaimana langkah organisasi dalam menyususn serangkaian kebijakan atau
aturan dalam PP No. 60 Tahun 2016 ?
Bagaimanakah sistem pengendalian internal dalam organisasi ibu ?
Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan instansi pemerintah
terutama Ditlantas sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung
upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat
mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, dimana pengelolaan
keuangan Negara dapat dilaporkan secara andal, asset negara dapat dikelola
dengan aman, dan tentunya mendorong ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.
Bapak Adi
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Langkah organisasi kami itu melakukan aturan dalam PP No. 60 Tahun
2016 yakni kebijakan dan aturan yang kami jalankan itu dilaksanakan
sesui dengan peraturan-peraturan dan petunjuk yang sudah diatur sesuai
dengan peraturan pemerintah.
Bagaimanakah proses pelaksanaan PP No. 60 Tahun 2016 ?
Pelaksanaan PP No. 60 Tahun 2016 sudah dilaksanakan sesuai dengan
aturan yang ditetapkan. Pelaksanaan dalam proses PNBP setiap
penerimaan Negara bukan pajak pada kantor kepolisian itu langsung
distrok ke kas Negara jadi tidak ada uang PNBP yang kami pegang karna
semua Penerimaan PNBP langsung kami stork e kas Negara melalui bank
yang ditunjuk langsung oleh pemerintah.
Bagaimanakah mekanisme pengawasan atau pengendalian dalam PNBP
yang menyangkut PP No. 60 Tahun 2016 ?
Bapak Adi
Peneliti
Bapak Adi
Peneliti
Bapak Adi
Dalam proses pengawasan dalam setiap satuan unit kerja semuannya
sudah terbagi-bagi dan mereka juga akan melakukan pertanggung
jawaban dalam setiap tugas yang dibebankan kepada mereka dan
pengawasan yang ada itu sudah dilaksanakan sesuia dengan aturan dan
arahan dari pimpinan.
Bagaimanakah unit kerja Anda dalam melakukan dokumentasi atas
implementasi PP No. 60 Tahun 2016 ?
Dalam proses dokumentasi kerja pada bagian BPKB yakni melakukan
laporan atas setiap kegiatan yang ada yang berbentuk laporan harian,
laporan bulanan dan laporan tahunan dan itu semua segabai bentuk tugas
dan akan dipertanggung jawabkan nantinya.
Bagaimanakah unit kerja saudara dalam melakukan evaluasi atas kebijakan
pelaksanaan PNBP yang terkait PP No. 60 Tahun 2016 ?
Dalam melaksanaakan evaluasi kerja kami selalu mengadakan rapat
dengan pimpinan setelah melaksanakan tugas yang ada. Mengenai
prosedur yang ada prosedur itu sendiri merupakan harga mati dalam
sisitem kepolisian. Terkait PNBP yang ada seluruh PNBP wajib disetor
langsung secepatnya ke Kas Negara. Penyetoran langsung ke Kas Negara
dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk oleh Bendahara Umum
Negara.
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